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ABSTRAK
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Kata Kunci : Muslim, Syarat, Pemimpin.

Kepemimpinan ialah salah satu syarat keberadaan suatu negara. Perspektif Islam
dan konvensional menempatkan pemimpin sebagai unsur penting di dalam
negara sebagai upaya menjalankan roda pemerintahan. Hanya saja, salah satu
yang masih menjadi perdebatan adalah penentuan status muslim sebagai syarat
pemimpin. Di poin ini, fokus kajian yang didalami adalah pemikiran Al1
Muhammad Al-Sallabi. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana syarat
pemimpin menurut ulama secara umum? Bagaimana pandangan Ali Muhammad
Al-Sallabt di dalam menetapkan status beragama Islam sebagai syarat pemimpin
dan dalil-dalil hukumnya?, serta bagaimana relevansi pandangan ‘Al1
Muhammad Al-Sallabi dengan konteks kekinian. Penelitian ini ialah jenis
penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
syarat pemimpin menurut ulama secara umum cukup beragam, ulama dari
kalangan klasik seperti Al-Mawardi, Abu Ya’la, dan Ibn Khaldun memuat tujuh
syarat pemimpin yaitu adil, berpengetahuan luas, memiliki indra yang sehat,
tidak cacat, memiliki gagasan, memiliki keberanian, memiliki nasab dan silsilah
quraisy. Ulama lain seperti Al-Jaza’iri, Sa’id Hawwa, Wahbah Al-Zuhaili, dan
Al-Khalidi menambahkan syarat yang lain seperti muslim dan laki-laki.
Menurut ‘Alt Muhammad Al-Sallabi, status muslim sebagai Syarat pemimpin
didasarkan kepada dalil Alguran, yaitu QS. Al-Nisa’ [4] ayat 59 yang
memerintahkan untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul, serta taat
kepada pemimpin. Al-Sallabi juga merujuk pendapat Imam Al-Nawawi
mengenai amanah tidak sah diberikan kepada orang kafir. Relevansi pandangan
‘Ali Muhammad Al-Sallabi ditinjau menurut perspektif kekinian hanya berlaku
untuk negara-negara yang memiliki sistem hukum Islam yaitu daulah al-
Islamiyyah, menganut sistem pemerintahan teo-demokrasi kontemporer, yaitu
sistem negara yang mengakui keberadaan atas kekuasaan tuhan bersifat ilahiah.
Kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan, adapun kekuasaan manusia sebagai
pemimpin diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasan Tuhan.
Pendapat Ali Al-Sallabi tidak relevan untuk negara modern yang menganut
sistem demokrasi liberal, tetapi hanya relevan sekiranya sistem negara di suatu
wilayah mendasarinya kepada sistem Islam dengan prinsip-prinsip syariat Islam.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah
menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring
salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat
perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia
untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu
pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan
judul: “Beragama Islam sebagai Syarat Pemimpin dalam Pandangan ‘A/r
Mukammad Al-Sallabi dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian ”.

Ucapan terimakasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tak terhingga
teruntuk ayah yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang mana saya dibesarkan
oleh seorang ayah yang sangat baik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk
saya, telah berjuang tampa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih
sayang, juga pendidikan terbaik, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan
untuk saya, kelak menjadi amal jariyah untuk ayah dan untuk ibu bidadari tanpa
sayap yang telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan memberikan dan
mengorbankan segalanya untuk hidup saya, juga sangat berterimakasih atas
ucapan dan selalu mengucapkan do’a-do’a baik kepada saya demi kesuksesan
penulis hingga hari ini, semoga kelak saya bisa berbakti dan juga bisa
mencurahkan kasih sayang kepada kedua orangtua saya sebagaimana, ikhlasnya
cinta ksih mereka kepada saya. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada
saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi

dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
F'IAL;;%F NAMA HURUF LATIN NAMA

f Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
) Ra R Er
B Za Z Zet
o Sa S Es
> Sya SY Es dan Ye
o~ Sa S Es (dengan titik di bawah)
> Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za V4 Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge
) Fa F Ef
it Qa Q Qi
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'1%'1%': NAMA HURUF LATIN NAMA
d Ka K Ka
J La L El
¢ Ma M Em
¢ Na N En
3 Wa W We
2 Ha H Ha
c Hamzah y Apostrof
¢ Ya Y Ye

tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis

dengan tanda ()

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Hamzah (=) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

berikut:
HURUF ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA
[ Fathah A A
! Kasrah | |
f Dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA NAMA HURUF LATIN NAMA
& Fathah dan ya Ai Adan
3 Fathah dan wau lu AdanU




Contoh:

(5 kaifa
J$ : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF DAN

HURUF NAMA TANDA NAMA
- < Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
= Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
g Dammah dan wau a u dan garis di atas

Contoh:

Sk . mata

) . rama

2 . gila

A - =

sk . yamutu

4. Ta Marbarah

Transliterasi untuk ta marbirah ada dua bentuk, yaitu: ta marbéirah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbzrah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbirah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta marbzrah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

JULYI i3 © raudah al-affal



Lod isul . al-madinah al-fadilah
REN : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasydid () dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

U . rabbana
LMA : najjaina
5 alhaqg
‘G_;L\ . al-hajj
(”ﬁ . nu’ima
?iﬁc . ‘aduwwun

Jika huruf < memiliki tasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().
Contoh:

e . ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

ey . ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

z

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

Xi



A - al-syamsu (bukan asy-syamsu)

zjﬁjj\ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
AN : al-falsafah
33U : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal Kkata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
0346 . ta’murina
36l . al-nau’
8o : syai’'un
) G o 3
&l . umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alguran dari al-Qur’an,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:

oAl P : Frzilal al-Qur’an
cpedl s Al : Al-Sunnah gabl al-tadwin

xii



ol (osa® N Ll ages 3 LAz al-ibarat {7 ‘umam al-lafz 1a bi khusis al-
sabab

9. Lafz al-Jalalah (4 )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mugdaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

A 23 : dinullgh

Adapun ta marbzrah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

SRR : hum f rakmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau
Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang
(al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Mukammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazr unzila fih Al-Qur’an

Nasir Al-Din Al-Tas

Xiii



Abt Nasr Al-Farabi
Al-Gazali
Al-Mungiz min Al-Dalal
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan salah satu di antara tema pokok di dalam
kajian fikih siyasah. Kepemimpinan ditempatkan pada posisi sejajar dengan
tema-tema penting lainnya, misalnya parlemen (ahl al-syira atau ahl halli wa
al’aqdi), dan kementerian (wizarah). Dalam kajian fikih siyasah, pemimpin
ataupun khalifah (imam) berkedudukan sebagai lembaga eksekutif atau al-salzah
al-tanfiziyah yang mempunyai peran sangat strategis di dalam menjalankan
tugas pokok serta fungsi pemerintahan.

Sebagai satu tema penting di dalam kajian fikih siyasah, kriteria seseorang
yang patut, layak, serta berkompeten menduduki jabatan kepemimpinan menjadi
salah satu sub kajian yang sangat menarik dan selalu didialogkan. Satu di antara
beberapa syarat dan kriteria pemimpin yang mendapatkan intensitas relatif
cukup sering didiskusikan ulama klasik maupun kotemporer adalah status agama
Islam sebagai syarat pemimpin. Di dalam catatan-catatan klasik, misalnya Al-
Ahkam Al-Sultaniyyah karya Imam Al-Mawardi (seorang ulama populer dalam
mazhab Al-Syafi’T), dikemukakan 7 (tujuh) syarat pemimpin tanpa memasukkan
muslim atau status kelslaman sebagai syarat kepemimpinan. Ketujuh syarat
tersebut ialah adil, memiliki pengetahuan, penca indra sehat, organ tubuh sehat,
mempunyai gagasan, keberanian, serta memiliki nasab quraisy.*

Ibnu Khaldiin juga menyatakan hal yang Serupa.2 Di dalam ulasan Abi
Ya’la Al-Hanbali, (salah seorang ulama mazhab Hanbali) justru menyatakan 4
(empat) syarat umum pemimpin, yaitu dari keturunan quraisy, memiliki sifat-

sifat seorang gadr (di antaranya ialah merdeka, baligh, berakal, berilmu, dan

'Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah, (Terj:
Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), him. 4.

’Muhammad Ibn Khaldiin, Mugaddimah Ibn Khaldin, (Terj: Malik Supar, Abdun Zuhri,
dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), him. 338-348.

1



adil), mempunyai kemampuan (di bidang politik, dan juga mampu menegakkan
hukum hudiid), dan orang yang dipandang baik dalam bidang ilmu agama.’

Di Indonesia, syarat memilih pemimpin harus dari seseorang muslim tidak
diatur, akan tetapi secara umum pelaksanaan pemilu di dalam memilih
pemimpin negara sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945,
pemilihan pemimpin diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
serta jujur, dan adil. Itulah konsep pemilihan pemimpin negara dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia, secara konstitutional aturan tersebut
disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara
Indonesia  sejak  kelahirannya dan tidak pernah  menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhinati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum secara rinci dijelaskan syarat pemimpin seperti pada Pasal 169
ayat (1) UU Pemilu yaitu “Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa”. Di sini
tidak ada disebutkan syarat pemimpin harus dari kalangan orang Islam dan
beragama Islam. Poin pentingnya adalah pemimpin harus memiliki sifat adil.
Beberapa syarat yang diuraikan ulama terdahulu tampak memberi peluang
kepada orang yang berstatus non-muslim jika dianggap mampu dapat dijadikan
sebagai seorang pemimpin. Sebab keseluruhan syarat-syarat yang telah
disebutkan seperti adil, berani, sehat dan beberapa syarat yang lain
menunjukkan adanya peluang menjadikan non-muslim sebagi seorang
pemimpin, tidak adanya ketegasan di dalam menyebutkan muslim sebagai salah
satu syarat pokok pemimpin.

Ada juga ulama yang secara khusus menjadikan status Islam atau

beragama Islam sebagai syarat utama dan pertama bagi seorang pemimpin

SAbi Ya’la Al-Hambali, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-“Ilmiyyah,
2000), him. 20.



dalam perspektif Islam, bahkan ulama yang berafiliasi dalam pendapat yang
terakhir ini juga ditemukan relatif cukup banyak, di antaranya ialah Sa’id
Hawwa," Wahbah Al-Zuhaili,> dan Al-Khalidi.® Salah satu ulama yang lainnya
yang juga menyebutkan bahwa beragama Islam sebagai syarat pemimpin ialah
‘Ali Muhammad Al-Sallabi yang notabene menjadi tokoh yang dikaji dalam
penelitian ini.

Alt Muhammad Al-Sallabi merupakan salah satu pemikir muslim berasal
dari Libya. Kondisi sosial dan politik pada masanya turut memengaruhi
pendapat beliau dalam masalah-masalah hukum dan juga politik. Al-Sallabi
salah seorang tokoh yang terlibat dalam menentang pemerintah Ghadafi yang
dianggap otoriter dan diktator. Karena itu, Al-Sallabi berpihak pada tuntutan
rakyatnya mengangkat gerakan reformasi dan menegakkan demokrasi.

Pemikirannya tentang hukum dan ketatanegaraan terutama di dalam
bingkai Islam juga dipengaruhi oleh pendidikan yang ia peroleh dari beberapa
Universitas dunia. Di antaranya dari Universitas Madinah, kemudian dilanjutkan
Universitas Omdurman di Sudan. Bahkan, judul disertasi beliau adalah
mengenai Pemahaman Kejayaan Islam (Figh Al-Tamkin).

Pengaruh pendidikan dan sosial politik yang terjadi pada masanya setidak-
tidaknya memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan juga cara pandang
beliau saat memahami konsep kepemimpinan, termasuk menentukan keharusan
adanya syarat beragama Islam sebagai syarat pemimpin, tujuannya adalah
supaya Islam memiliki kejayaan. Bagi Ali Al-Sallabi, kepemimpinan atau
khalifah merupakan kekuasaan tertinggi yang kedudukannya adalah berada pada

*Sa’id Hawwa, Al-Islam, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), (Jakarta: Gema Insani
Press, 2004), him. 484,

SWahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani,
dkk), Jilid 8, Cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), him. 306.

®Mahmiid Abd Al-Majid Al-Khalidi, Qawa’id Nizam Al-Hukm {7 Al-Islam, (Terj: Harits
Abu Ulya), (Bogor Al-Azhar Press, 2013), him. 514,



kekuasaan eksekutif (al-saltah tanfiziyyah).” Pemimpin harus memenuhi syarat-
syarat yang tertentu dan jelas. Menurut ‘Ali Muhammad Al-Sallabi, bahwa
status Muslim seseorang adalah penentu dan menjadi salah satu dari beberapa
kriteria seseorang layak dan patut diangkat dan dijadikan sebagai pemimpin, di
samping juga harus memiliki ilmu (al-‘alim) dan adil (al-‘adalah).® Bahkan,
pada kesempatan yang lainnya Ali Muhammad Al-Sallabi menempatkan status
beragama Islam sebagai syarat yang utama dan pertama bagi seorang
pemimpin.’

Pendapat Alt Muhammad Al-Sallabi memang memiliki kesamaan dengan
pandangan ulama lain yang telah dikemukakan terdahulu, seperti Sa’id Hawwa,
Wahbah Al-Zuhaili, dan Al-Khalidi. Hanya saja, mereka hanya mengemukakan
secara sepintas bahwa pemimpin itu harus beragama Islam. Ali Muhammad Al-
Sallabt justru mengemukakan alasan dan argumentasi yang relatif matang, jelas
dan lengkap mengapa pemimpin harus beragama Islam. Sejauh analisis awal
atas pendapatnya, alasan keharusan muslim menjadi pemimpin adalah agar
konstruksi hukum dan penegakan hukum Islam dapat dilaksanakan. Sebab, tidak
mungkin hukum-hukum Islam yang ada dalam Alquran dan hadis akan dapat
direalisasikan sekiranya pemimpin yang terpilih bukan beragama Islam. Karena
itu, Al-Sallabi menyatakan keberadaan penguasa atau pemimpin yang saleh
adalah kebutuhan di dalam Islam untuk membantu pemerintahan yang berkuasa
dalam melaksanakan apa yang Allah turunkan.*® Di sini menunjukkan bahwa

ada relasi antara status muslim dengan penerapan syariat Islam.

"Ali Muhammad Al-Sallabi, Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun Wa
Rabbun Ghafur, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), him. 268.

8 Al Muhammad Al-Sallabi, Al-Tadawul ‘dla Al-Salrah Al-Tanfiziyyah, (Beirut: Dar Ibn
Katsir, t.t), him. 250.

AlT Muhammad Al-Sallabi, Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan
Islam, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), him.
651.

©1bid., him. 648.



Alt Muhammad Al-Sallab1 juga mengemukakan bahwa seorang pemimpin
dalam Islam masuk dalam kekuasaan eksekutif, yaitu orang yang diberikan
kuasa untuk melaksanakan berbagai perintah syariat Islam.** Di sini, posisi
pemimpin dalam negara Islam termasuk ke dalam lembaga al-saltah al-
tanfiziyyah (lembaga eksekutif), yang oleh Al-Sallabi menempatkannya pada
posisi yang vital di dalam menyelenggarakan negara. Meskipun begitu, lembaga
legislatif yang merancang dan membuat undang-undang menurut Al-Sallabi
tetap berada di bawah lembaga eksekutif atau pemimpin (khalifah).** Karena itu,
syarat pemimpin muslim dalam pemerintahan sangat dibutuhkan untuk
mendukung pelaksanaan syariat Islam.

Mengacu kepada masalah tersebut di atas, maka menarik untuk dikaji
lebih lanjut pendapat Ali Muhammad Al-Sallabi, hal ini menarik dikaji dalam
beberapa pertimbangan. Pertama bahwa di dalam literatur fikih siyasah dan
ketatanegaraan dalam Islam, tidak dikemukakan secara jelas syarat muslim
sebagai pemimpin, seperti dipahami dalam pendapat Imam Al-Mawardi, Abi
Ya’la Al-Hanbali, Ibn Khaldun, dan ahli-ahli lainnya. Oleh sebab itu, menarik
untuk diteliti pandangan ulama tentang status beragama Islam sebagai syarat
pemimpin. Kedua, menarik dikaji pendapat Al-Sallabi mengenai dalil hukum
serta alasan-alasan argumentasi hukum menetapkan status muslim sebagai
syarat pemimpin. Ketiga, menarik untuk melihat kriteria muslim sebagai syarat
pemimpin dalam konteks kekinian.

Berdasarkan uraian di atas, hendak menjelaskan kajian dan meneliti lebih
jauh pandangan ‘Alt Muhammad Al-Sallab1 tersebut dengan judul: Beragama
Islam sebagai Syarat Pemimpin dalam Pandangan ‘All Muhammad As-

Sallabt dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”.

1 AlT Muhammad Al-Sallabi, Negara Islam Modern..., him. 268.
12(|h;
Ibid.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan larang belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa
pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana syarat pemimpin menurut ulama secara umum?
2. Bagaimana pandangan Ali Muhammad Al-Sallabi dalam menetapkan
status beragama Islam sebagai syarat pemimpin dan dalil-dalil hukumnya?
3. Bagaimana relevansi pandangan ‘Ali Muhammad Al-Sallabi dengan

konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui syarat pemimpin menurut ulama secara umum.
2. Untuk mengetahui pandangan Ali Muhammad Al-Sallabi saat menetapkan
status beragama Islam sebagai syarat pemimpin dan dalil-dalil hukumnya.
3. Untuk mengetahui relevansi pandangan ‘Ali Muhammad Al-Sallabi

dengan konteks kekinian.

D. Kajian Pustaka

Menyangkut persoalan Beragama Islam Sebagai Syarat Pemimpin Dalam
Pandangan ‘Alt Muhammad As-Sallabi, belum ada yang melakukan penelitian
dengan judul ini. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan
kajian ini. Di bawah ini dikemukakan dua penelitian dalam bentuk skripsi dan
tiga penelitian di dalam bentuk artikel jurnal, sebagai berikut:

Pertama, penelitian (Skripsi) yang ditulis Sejahtera Purnama, Mahasiswa
di Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, dengan Judul Skripsi: Larangan Non-Muslim Sebagai Kepala

Negara dan Pembantunya dalam Pemerintahan Islam Menurut Yisuf al-



Qaradawi.’* Peneliti menggunakan pendekatan konseptual, adapun hasil
temuannya menunjukkan dua poin. Pertama bahwa menurut Yasuf al-Qaradawi,
kepemimpinan di dalam Islam adalah masalah yang kompleks yang mengatur
masalah agama dan juga negara secara sekaligus. Untuk itu, pemimpin yang
menjalankan pemerintahan dalam Islam harus dari orang-orang yang mengerti
tentang ajaran Islam. Pemimpin atau kepala negara (khalifah) wajib dipilih dari
kalangan beragama Islam, dan tidak dibenarkan mengangkat non-muslim. Yasuf
al-Qaradawi juga mengulas bahwa pemimpin (khalifah) yang terpilih tersebut
dilarang mengangkat dan menjadikan non-muslim sebagai pegawai dan
pembantunya di pemerintahan. Dalil-dalil yang digunakan Yusuf al-Qaradawi
yaitu QS. Al-Nisa’ [4] ayat 138-139, QS. Al-Nisa’ [4] ayat 144, QS. Al-Ma’idah
[5] ayat 51-52, yang membiacarakan tentang larangan Allah SWT menjadikan
orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat-ayat tersebut menjadi batu
pijak bagi Yasuf al-Qaradawi dalam menyatakan larangaan kepada muslimin
mengangkat non-muslim sebagai pemimpin (kepala negara), dan larangan bagi
kepala negara yang terpilin menjadikan orang non-muslim sebagai pegawai
mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan.

Fokus di dalam penelitian di atas terletak pada adanya rujukan-rujukan
yang cukup banyak, terutama dari pendapat-pendapat Yusuf al-Qaradawi.
Artinya penelitian secara langsung menemukan pendapat Yusuf al-Qaradawi
atau bukan dari penjelasan sekunder, tetapi sifatnya primer. Begitu juga dengan
upaya pihak peneliti dalam memuat dalil-dalil yang digunakan Yasuf al-
Qaradawi cenderung lengkap dan sistematis, mulai dari ayat Alquran, hadis, dan
beberapa argumentasi yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi.

Kedua, penelitian (Skripsi) yang ditulis oleh Misran, mahasiswa di

Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab pada

13gejahtera Purnama, Larangan Non-Muslim Sebagai Kepala Negara dan Pembantunya
dalam Pemerintahan Islam Menurut Yusuf al-Qaradawi, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017, judulnya: Studi Komparatif
terhadap Pendapat al-Mawardi dan al-Jaza’irt tentang Memilih Pemimpin non-
Muslim.** Peneliti pada penelitiannya mendalami minimal dua masalah. Pertama
mengenai pandangan al-Mawardi dan al-Jaza’iri tentang hukum memilih
pemimpin non muslim, dan yang kedua terkait perbandingan antara pendapat
keduanya. Hasil penelitiannya adalah menurut al-Mawardi, tidak boleh memilih
pemimpin non-muslim. Namun, bagi non-muslim ahl al-zimmah boleh diberi
jabatan tanfiz dibawah imam. Menurut al-Jaza’iri, secara umum non muslim
tidak boleh dipilih sebagai pemimpin, meski ahl al-zimmah, baik pada tingkat
pemerintahan pusat maupun di bawahnya. Hasil analisa perbandingan menun-
jukkan bahwa: Pertama, al-Mawardi membolehkan non-muslim memangku
jabatan tanfiz, sedangkan menurut al-Jaza’iri melarang non-muslim sebagai
pemimpin secara keseluruhan. Kedua, dasar syar’i Imam al-Mawardi yaitu al-
ra’yi dan logika. Adapun dasar syar’i al-Jaza’iri yaitu ketentuan umum al-Quran
tentang larangan memilih pemimpin. Ketiga, alasan logis Imam Al-Mawardi
berfokus kepada argumentasi bahwa jabatan ranfiz tidak mempunyai wewenang
yang luas, yaitu hanya terbatas menjalankan tugas semata, sehingga tidak
berpengaruh pada lemahnya ajaran Islam serta sistem pemerintahan Islam.
Sementara itu, alasan logis yang digunakan Al-Jaza’irT yaitu ketentuan Al-Quran
menyangkut larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum, sehingga
mencakup pada semua jabatan.

Kekuatan penelitian di atas terletak pada upaya peneliti dalam memuat dua
argumentasi yang berbeda tentang boleh tidaknya non muslim diangkat sebagai
pemimpin. Hanya saja, penelitian ini relatif kurang memadai dalam hal rujukan
yang diambil terutama rujukan pendapat-pendapat Imam Al-Mawardi yang

hanya diperoleh dari kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, padahal ada beberapa

“Misran, Studi Komparatif terhadap Pendapat al-Mawardi dan al-Jaza'iri tentang
Memilih Pemimpin non-Muslim, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017.



kitab yang lain yang juga dikarang oleh Al-Mawardi, seperti Adab Al-Dunya wa
Al-Din yang di dalamnya juga ada membahas isu kepemimpinan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh M. Suryadinata, pada tahun 2015, dengan
judul:  Kepemimpinan Non-Muslim dalam Alquran: Analisis terhadap
Penafsiran FP1 Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”.*> Penelitian ini dimuat
dalam jurnal “llmu Ushuluddin”. Volume 2, Nomor 3, Edisi Januari-Juni 2015.
Adapun hasil penelitiannya adalah penafsiran FPI tentang kepemimpinan non-
Muslim di dalam masyarakat Islam secara konsitusi tidak boleh. Bahkan
menurut FPI pemimpin non-Muslim wajib ditentang seperti walikota Solo, lurah
Lenteng Agung, dan lain sebagainya. Sehingga menurut FPI, orang Islam yang
mendukung kepemimpinan mereka divonis zalim, fasik dan munafik. Penafsiran
yang dikemukakan oleh FPI di atas cenderung tekstualis. Pasalnya tidak
memperhatikan makna lain, dan juga hanya percaya pada teks semata.
Penafsiran semacam ini justru bersifat memaksa dan tergolong ideologis, yang
kemudian jatuh dalam jurang otoritarianisme.

Kekuatan penelitian di atas terletak pada aspek upaya menemukan alasan-
alasan dan argumentasi yang dikemukakan oleh FPI secara langsung diperoleh
di lapangan. Upaya tersebut tentu memiliki nilai cukup kuat. Adapun penelitian
ini tidak sama dengan kajian yang tengah didalami dalam skripsi ini, khususnya
atas pemilihan objek dan fokus penelitian. Peneliti di atas fokusnya pada
pemahaman FPI, adapun dalam skripsi ini berfokus pada pemikiran Al-Shallabi.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Abu Tholib Khalik, tahun 2014, dengan
judul: Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah.® Dimuat
dalam: “Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, No. 1, edisi Juni 2014.

Gambaran dari hasil penelitiannya adalah pemerintahan (kepemimpinan) yang

®M. Suryadinata, Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’an: Analisis terhadap
Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim, mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011.

®Abu Tholib Khalik, Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah,
mahasiswa Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2014.
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dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah adalah pemerintahan syari’at yang tidak
keluar dari rel nash syar’i. Baginya, mendirikan negara adalah kewajiban agama,
sebab agama akan kuat dan dapat dilaksanakan dengan sempurna dengan adanya
institusi negara. Pemimpin harus berdasarkan nash syara’, yaitu seorang
muslim. Namun begitu, disyaratkan muslim yang taat dan adil (tidak zalim).
Jika seorang muslim tidak ditemui yang adil dan taat, maka memilih pemimpin
non muslim yang akhlaknya baik lagi adil diperbolehkan.

Kekuatan penelitian di atas merujuk kepada upaya kombinasi pemahaman
para ulama dalam menyinggung soal pemimpin dan syarat muslim sebagai
syarat pemimpin dalam Islam. Di sini, peneliti terlihat memberikan gambaran
yang luas mengenai pandangan ulama-ulama klasik dan kontemporer tentang
status muslim sebagai syarat pemimpin, di bagian akhir baru dijelaskan secara
gamblang uraian pendapat Ibn Taimiyah.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Evan Edo Prasetya, Yono, dan Sutisna, di
tahun 2021 dengan judul: Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Imam
Al-Mawardi: Kajian Literatur Kitab Ahkam As-Sulthaniyyah. Dimuat dalam
jurnal: “Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum”. VVol. 19 No. 1 Juli 2021. Temuan
di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin menurut Imam Al-
Mawardi adalah imamah dan syarat kepada orang yang berhak dipilih sebagai
pemimpin dengan tujuh syarat yaitu, adil, memiliki ilmu yang luas untuk ijtihad,
sehat panca indera, sehat badan (jasmani), pandai mengendalikan urusan rakyat,
berani dan juga tegas membela rakyat, wilayah dan Negara, serta memiliki
nasab Quraisy. Adapun tipe pemimpin ideal adalah tipe pemimpin yang
dicontohkan Rasulullah Aaw., karena beliau merupakan suri tauladan yang
sempurna dengan akhlag Al-Qur’an. Konsep kepemimpinan seorang non-
muslim dalam pemerintahan Islam menurut Imam al-Mawardi, sejatinya Al-
Mawardi melarang seorang kafir (non muslim) menduduki jabatan sebagai
pemimpin, karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Imam Al-Mawardi

hanya membolehkan seorang kafirin atau non muslim menduduki jabatan di
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dalam pemerintahan Islam hanya sebagai wazir atau setingkat menteri atau
pembantu. Dengan kata lain, legitimasi kepemimpiann bagi non-muslim ada
syaratnya untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan. Jabatan ini pun
hanya boleh diberikan di wilayah kerja seorang Wazir Tanfidzi, yakni seorang
pembantu khalifah bidang administrasi. Jabatan ini hanya mengurusi bidang
mempersiapkan pasukan, menyampaikan informasi aktual kepada khalifah agar
segera mendapat arahan untuk diselesaikan, menjalankan titah khalifah.
Kekuatan dan kelebihan penelitian di atas terlihat di dalam pola analisis
dan juga bahasa yang digunakan saat menjelaskan pandangan Imam Al-
Mawardi dan tidak begitu sulit, bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami.
Adapun aspek kelemahan dan kekurangan tulisan ini tampak pada kurangnya
rujukan dipakai di dalam menganalisis pendapat Al-Mawardi.
E. Penjelasan Istilah
Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Beragama Islam
Istilah beragama Islam dalam pengertian yang sederhana disebut
sebagai muslim. Kata muslim menunjukkan kepada nama orang-orang secara
ideologi menganut agama Islam. Muslim juga bermakna orang yang

beragama Islam.*’

Maulana Muhammad Ali menyebutkan bahwa Islam
adalah nama agama, dan muslim adalah penganutnya ataupun orang-orang
yang menganut agama Islam disebut muslim.*®®* Abuddin Nata juga
menyebutkan bahwa Islam adalah nama agama dan orang yang menganut

agama ini dinamakan muslim.*

Y"Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), him.
403.

®Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun),
Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), him. 1.

YAbuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2011), him. 16.
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Adapun istilah non-muslim menunjukkan pada makna orang yang tidak
menganut agama Islam, yang tidak mengarah kepada satu penganut agama
saja tetapi mencakup sejumlah agama dengan setiap jenis kepercayaan dan
variasi ritualnya.” Jadi, yang dimaksud dengan istilah muslim di sini ialah
satu status yang dimiliki seseorang yang dengan status tersebut
menunjukkannya sebagai penganut agama Islam.

2. Pemimpin

Istilah pemimpin mengandung arti yang umum. Di dalam Kamus
Bahasa Indonesia pemimpin artinya orang yang memimpin.** Secara istilah,
pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik
organisasi maupun keluarga.?? Dalam perspektif Islam, istilah pemimpin
memunculkan dua istilah, yaitu imam dan istilah khalifah. Menurut Ibn
Khaldtn, imam adalah pemimpin dan juga orang yang mendapatkan
kepercayaan di dalam mengurus keperluan hidup mereka dalam hidup
bermasyarakat.”® Adapun makna istilah khalifah dapat dipahami dari
pengertian yang disebutkan Yasuf Al-Qaradawi, bahwa khalifah sebagai
perwakilan atas nama Rasulullah SAW untuk menjaga agama dan juga
mengatur dunia.** Untuk itu, maksud istilah pemimpin dalam pengertian

pembahasan skripsi ini adalah kepala negara.

F. Metode Penelitian
Pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu kajian

yang menggunakan prosedur analisis konseptual, nilai dan kaidah-kaidah, bukan

»Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2018), him. 91.

21Tim Redaksi, Kamus Bahasa..., him. 490.

?\Wendy Sepmady Hutahaean, Filsafat dan Teori Kepemimpinan, (Malang: Ahli Media
Press, 2021), him. 2.

2Abdurrhaman Ibn Khaldin, Mugaddimah, (Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri dan
Malik Supar), Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 374.

“Yiasuf Al-Qaradawi, Min Figh Al-Daulah fi Al-Islam, (Terj: Kahtur Suhardi), Ed.
Revisi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), him. 38.
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menggunakan prosedur analisis statistik atau penelitian lapangan yang biasanya
berlaku dalam penelitian non hukum. Karena penelitian ini termasuk penelitian
hukum normatif, maka bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum
doktrinal, menkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah aturan perundang-

undangan.”®

Maknanya, peneliti menganalisis secara konspetual atas suatu
aturan hukum yang kemudian berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam
konteks ini, objeknya adalah pandangan ‘Ali Muhammad Al-Sallabi tentang
beragama Islam sebagai syarat pemimpin.
1. Pendekatan Penelitian
Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian hukum doktrinal atau
disebut yuridis normatif (meneliti hukum di dalam artian aturan hukum),
maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
konseptual, disebut juga dengan conceptual approach, yaitu pendekatan
beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-
isu hukum (legal issue) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau
doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk
menganalisis isu hukum yang sedang diteliti.”® Pendekatan konseptual agar
memahami dan mengetahui isu-isu hukum (legal issue) yang sedang diteliti
terutama dalam konteks pendapat ‘Ali Muhammad Al-Sallabi tentang
beragama Islam sebagai syarat pemimpin.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah dengan
menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum yang berbasis kepada nilai hukum, konsep hukum ataupun

aturan hukum yang diberlakukan kepada masyarakat.?” Pada posisi ini, maka

2%Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 129.

2®peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 133.

27 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian..., him. 149.
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yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif di dalam penelitian
ini ialah hukum dilihat dari pendapat hukum atau doktrin hukum pandangan
‘Ali Muhammad Al-Sallabi tentang beragama Islam sebagai syarat
pemimpin.
3. Sumber Data

Secara umum, sumber data di dalam sebuah penelitian baik itu
penelitian sosial, penelitian hukum, maupun penelitian lainnya, terdiri atas
dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk penelitian empiris,
sumber datanya adalah data primer atau data mentah yang diperoleh melalui
sumber langsung, adapun untuk penelitian normatif maka sumber datanya
ialah data sekunder.®® Mengingat penelitian skripsi ini termasuk penelitian
hukum normatif, maka sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data
sekunder yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah berasal dari data
kepustakaan dengan membaca dan menelaah buku yang relevan dengan
permasalahan yang dibahas, seperti buku-buku pandangan para pakar hukum
dan konsep-konsep yang dipaparkan, serta aturan hukum dalam bentuk
undang-undang atau ganun.
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian ini dan untuk
membahas permasalahan yang ada, maka data penelitian diperoleh dengan
tata cara studi dokumentasi, yaitu dengan membaca berbagai literatur
khususnya yang menyangkut literatur-literatur hukum, peraturan perundang-
undangan, ganun, peraturan daerah dan lain sebagainya yang terkait dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukumnya terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber utama yang dapat dijadikan
jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan
di dalam penelitian ini ialah buku-buku literatur yang membahas tema

pandangan ‘Ali  Muhammad Al-Sallabi terkait syarat-syarat

28 bid.
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kepemimpinan dan juga konsep kepemimpinan. Sumber data untuk

segmen ini diperoleh dalam beberapa literatur langsung karangan Ali

Muhammad Al-Sallabi, seperti:

1) Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah: Da’a’imuha wa Waza'ifuha.

2) Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah

3) Al-Tadawul ‘ala Al-Saltah Tanfiziyyah, dan Kitab yang lainnya yang
relevan dengan penelitian ini.

. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang langsung membahas

tema kepemimpinan dan syarat-syarat kepemimpinan, seperti dalam

karangan Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Miriam

Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, karya Wahbah Al-Zuhaili, Figh

Al-Islami wa Adillatuh, karya Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika

Sosial Politik di Indonesia, Supiana, Metodologi Studi Islam, dan buku

lainnya.

Data penelitian secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan

yang terdiri dari Kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum bahan pustaka yang lain

yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait

objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Selaras dengan pendapat Beni,?

bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian hukum dapat dipakai dengan

metode survey book atau library research, dengan langkah-langkah berikut:

a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fukaha dan para pakar

hukum Islam terkait dengan tema tentang pemisahan kekuasaan
legislatif (zasyri’i), kekuasaan eksekutif (zanfiz7), yudikatif (qada 1)
dalam sistem pemerintahan Islam dengan mengambil pemikiran Ali
Muhammad Al-Sallabi sebagai fokus kajiannya.

. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya

kembali dalam penelitian ini.

5. Validitas data

2Beni Ahmad Saebani, Metode..., him. 158.
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Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek
penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.® Jadi validitas data
mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data
penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan
antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek
yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung
dengan melihat secara langsung literatur yang membahas tema pandangan
‘Ali Muhammad Al-Sallabi terkait syarat-syarat kepemimpinan dan juga
konsep kepemimpinan. Sumber data untuk segmen ini diperoleh dalam
beberapa literatur langsung karangan Alt Muhammad Al-Sallabi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan
analisis secara sistematis terhadap pernyataan yang tertuang dalam data yang
berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan
adalah teknik deskriptif, yaitu analisis data yang dilakukan terhadap seluruh
data yang diperolen dengan mengembangkan data menjadi teori, dan
kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa
menggunakan rumus statistik.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku
pedoman Penulisan Karya lImiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 20109.
Sedangkan terjemahan ayat al-Qur’an penulis kutip dari al-Qur’an dan

terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

%5ugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), him.
117-119.
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Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, pembahasan ini penulis
membagi dalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. mengemukakan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep pemimpin dalam pandangan Islam, yang
terdiri atas penjelasan pengertian pemimpin, Syarat-syarat menjadi pemimpin
dan tujuan pengangkatan pemimpin, tugas-tugas pemimpin.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi
mengenai - penjelasan beragama Islam sebagai syarat pemimpin dalam
pandangan Ali Muhammad Sallabi, biografi ‘Ali Muhammad Al-Sallabi,
riwayat hidup ‘Alt Muhammad Al-Sallabi, riwayat pendidikan ‘Ali Muhammad
Al-Sallabi, situasi politik pada masa ‘Ali Muhammad Al-Sallabi, konsep
pemimpin menurut ‘Ali Muhammad Al-Sallabi, pandangan Alt Muhammad Al-
Sallabi dalam menetapkan status beragama islam sebagai syarat pemimpin dan
dalil-dalil hukumnya, relevansi pandangan ‘Ali Muhammad Al-Sallabi dengan
konteks Kekinian.

Bab empat merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran

yang nantinya akan menjadikan hasil dari penelitian ini.



BAB DUA
KONSEP PEMIMPIN DALAM
PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Pemimpin

Pembahasan ini secara khusus menjelaskan makna pemimpin berdasarkan
hukum pemerintahan dalam Islam atau fikih siyasah, karena itu istilah pemimpin
pada bagian ini sedapat mungkin hanya membahas makna pemimpin menurut
ahli hukum Islam. Istilah pemimpin dalam terminologi hukum Islam, khususnya
pada konteks kepala negara, digunakan dalam beberapa istilah, di antaranya
imam, alt al-amri, khalifah, amirul mu 'minin, mulk, ra’zs dan Sul,tdn.28 Beberapa
ahli hukum Islam terkadang tidak menyebutkan semua istilah tersebut dalam
pembahasannya. Sebut saja misalnya Iman Al-Nawawi, yang menyebutkan tigas
istilah yang punya makna yang sama, yaitu imam, khalifah, dan amir al-
mu’minin.” Berbeda dengan itu, Al-Marzigi memilih empat nama yang
memiliki kesamaan makna, yaitu @/ al-amr, khalifah, amir al-mu’minin dan
imam.*®

Bagian ini juga dibatasi ke dalam beberapa istilah saja yang menurut
penulis penting dan relevan dengan fokus pembahasan, yaitu imam, ulr al-amr,
dan istilah khalifah. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

1. Imam

Istilah imam secara bahasa bermakna qudwah atau teladan. Sebab imam

memberikan teladan kepada masyarakat sebagai bawahannya atau orang yang

%Ahmad ‘Abd Al-Wanis Syata, at.al, Al-Daulah Al-Islamiyah, Juz 4, (Virginia: Al-
Ma’had Al-‘Alimi lil Fikr Al-Islami, 1996), hlm. 242-243: Abdul Manan, Perbandingan Politik
Hukum Islam dan Barat, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 65-72.

2A. Fatih Syuhud, Ahlussunnah wa Al-Jama'ah, (Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot,
2020), him. 332.

%¥Muhammad Al-Marziiqi, Saltah Wali Amr fi Taqyid Saltah Al-Qadr, (Riyad: Maktabah
‘Abikan, 2004), him. 22-23.
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mengelola urusan masyarakat.®> Makna ini cenderung linier dengan
penamaan imam di dalam shalat, kedudukan imam shalat juga sebagai orang
yang diikuti dari tiap gerakan shalat dan bacaannya. Ibn Khaldiin menyatakan
bahwa imam ialah pemimpin dan orang yang mendapatkan kepercayaan di
dalam mengurus keperluan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat.*
Makna ini tampak luas, karena tidak dibatasi apa dan siapa saja yang masuk
dalam cakupan pengertian imam. Sekiranya mengikuti definisi Ibn Khaldtn
tersebut, maka kepala daerah atau yang lainnya juga termasuk dalam cakupan
imam, termasuk di dalamnya kepala negara. Oleh karena itu, dalam penelitian
ini, imam dimaksukan sebagai kepada negara atau pemimpin negara.
2. Ul Al-Amr

Istilah /7 al-amr tersusun dari dua kata, yakni alr (<30, dan kata al-
amr (L<Y!). Kata alr secara leksikal merupakan bentuk plural/jamak dari
istilah wali (13).*® Kata wali tersusun dari tiga huruf, waw, lam dan ya’,
dalam Kamus Al-Munawwir bermakna dekat dengan, mengikuti dengan
tanpa batas, menguasai, mengurus, memerintah, mencintai dan menolong.*
Ibn Al-Sikit seperti dikutip Ibn Manzar memahami kata wilayah (yang juga
seakar dengan kata /1) berarti sultan dan penguasa.35 Melalui makna tersebut
bisa dipahami bahwa kata walr, awliva’, wilayah dan alr punya akar kata
yang sama yang bisa diartikan sebagai pemimpin, pemilik sesuatu, penguasa,

atau orang yang mempunyai kekuasaan.

$'AIT Muhammad Al-Sallabi, Figh Al-Nasr wa Al-Tamkin, Ed. Revisi, Cet 2, (Terj:

Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), him. 647.

%2Abdurrhaman Ibn Khaldin, Mugaddimah, (Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri dan

Malik Supar), Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 374.

M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: Akhlak, (Tangerang: Lentera Hati, 2017),

hlm. 191: Lihat juga pada, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 2, (Tangerang:
Lentera Hati, 2004), him. 484-486.

“A.W. Munawwir & M. Fairuz, Kamus Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,

2007), him. 1582.

%Ibn Manzir Lisan Al- ‘Arab, Juz 10, (Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010), hlm. 287.
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Adapun kata al-amr (,Y) berarti perintah atau suatu urusan.® Kata al-
amri berasal dari kata amara, tersusun dari huruf alif, mim, dan ra’,
maknanya memerintahkan, menguasi, melimpah atau banyak. Lafal amri
juga bermakna urusan. Kata al-amr ini dalam pandangan Khallaf merupakan
lafal umum yang mencakupi urusan keagamaan dan urusan duniawi.*” Istilah
amara kemudian membentuk beberapa bentuk lainnya seperti amir yang
sering digunakan untuk menamakan para sahabat Rasulullah SAW (Abu
Bakr, Umar, Usman, dan Ali) sebagai Amirul Mukminin (pemimpin kaum
muslimin). Selanjutnya derivasi lainnya seperti amar yang berarti perintah,®
seperti digunakan dalam sebutan amar ma rif naht munkar (perintah pada
yang baik dan larangan kepada yang kejahatan).

Sekiranya dua kata tersebut digabung membentuk frasa ali al-amr,
maka secara sederhana dapat dimaknai orang yang mempunyai kekuasaan,
otoritas, wewenang di dalam memerintah dan menguasai urusan orang lain.
Pemerintah dikatakan sebagai /i al-amr karena mempunyai otoritas secara
hukum dalam memerintah dan menguasai masyarakat dan rakyatnya. Untuk
mendalami arti @/i al-amr, penting dikutip beberapa pendapat ulama di

antaranya Al-Marziiqi merumuskan /7 a/-amri seperti berikut:

4
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“Uli al-amr ialah siapa saja yang memiliki kekuasaan dalam memerintah
ummat secara kaffah (total ataupun menyeluruh), serta yang mengelola
semua permasalahan umat”.

Menurut Fakhruddin Al-Razi, dikutip oleh Thohir Lut dan kawan-

kawan menyebutkan empat makna /i al-amr, terdiri atas khulafa’ al-rasyidin

%6Jaja Jahari dan Rusdiana, Kepemimpinan Pendidikan Islam, Ed Kesatu Cet. 1,
(Bandung: Darul Hikam, 2020), him. 39.

3Abd Al-Wahhab Khallaf, Ilm Usal Al-Figh, (Terj; Moh. Zuhri & Ahmad Q),
(Semarang: Dina Utama, 2016), hlm. 69: Lihat juga, ‘Abd Al-Hay ‘Abd Al-°Al, Usial Al-Figh
Al-Islamr, (Terj: M. Misbah), Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), him. 284-285.

A.W. Munawwir & M. Fairuz, Kamus Munawwir..., him. 38.

*Muhammad Al-Marziiqt, Saltah Wali..., him. 21.
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(empat sahabat Rasulullah), pemimpin-pemimpin perang, ulama yang
membuat fatwa hukum syarak dan juga mengajarkan masyarakat mengenai
ilmu agama, imam yang maksum. Dalam kutipan yang sama, Ibn ‘Arabi
menyebutkan /i al-amri ialah ulama (tokoh yang memiliki pengetahuan
agama) dan umara (pemimpin negara) secara keseluruhan.®® Imam Al-
Mawardi menyatakan dua penggunaan makna #li al-amri yang pertama
adalah para imam atau khalifah sebagaimana diambil dan dipegang oleh Ibnu
Abbas, yang kedua adalah para ulama. Makna yang terakhir diambil Jabir bin
Abdullah, Hasan dan Ata’.** M. Quraish Shihab memaknai /i al-amri
sebagai orang-orang yang punya wewenang memerintah atau mengatur
urusan.*?

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ali al-
amr tampak diarahkan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan
dalam satu sistem pemerintahan, termasuk pemimpin atau kepala negara.
Penggunaan dan pemaknaan istilah /7 a/-amr cenderung terikat dan dibatasi
olen konteks pembicaraannya. Jika konteksnya terkait pemerintahan
tertinggi, maka disebut pemimpin atau kepala negara, menteri-menterinya,
dan sekiranya dalam aspek pembuat kebijakan, maka termasuk dewan
parlemen atau legislatif. Karena luas dan umumnya definisi /i al-amri, maka
di dalam pembahasan ini khusus dimaksudkan sebagai pemimpin atau kepala
negara.

3. Khalifah

Istilah khalifah umum digunakan di dalam kajian politik dan tata

negara dalam Islam, yaitu merujuk pada seseorang yang memiliki kedudukan

sebagai pemimpian umat Islam, yang mengatur dan mengurus kehidupan

“Thohir Luth, Moh. Anas Kholish dan Moh. Zainullah, Diskursus Bernegara dalam
Islam, (Malang: UB Press, 2018), him. 13.

* Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath, dan
Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), him. 92.

*2M. Qura ish Shihab, Yang Hilang..., him. 191.
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masyarakat, mengurus negera dan agama untuk mencapai kemaslahatan.
Definisi semacam ini misalnya ditemukan dalam ulasan Al-Mawardi dalam
kitabnya Ahkam Al-Sultdnzyah.43 Abu Al-A’la Al-Maudiadi memaknai
khalifah yaitu representasi (representation atau perwakilan).”® Yang ia
maksud di sini adalah representasi kekuasaan tuhan di dunia.”® Yasuf Al-
Qaradawi juga memahami arti khalifah sebagai sosok yang dapat
merepresentasikan kekuasaan atau perwakilan. Akan tetapi, maksud
perwakilan di sini diarahkan pada perwakilan Rasulullah SAW. Ini tampak
bersesuaian dengan keterangan Al-Maududi yang juga menamakan khalifah
sebagai representasi tuhan. Yasuf Al-Qaradawi menyebutkan khalifah
sebagai perwakilan atas nama Rasulullah SAW untuk menjaga agama dan
juga mengatur dunia.® Hal ini selaras dengan yang diketengahkan Al-Batf,
bahwa pemimpin disebut khalifah sebab kedudukannya sebagai pengganti
Rasulullah SAW (khalifah al-rasiil), yaitu pemimpin yang melanjutkan dan
meneruskan tanggung jawab Rasulullah SAW.*’

Mengikuti pemaknaan di atas, istilah khalifah punya relasi dengan
istilah @l al-amri, yaitu sebagai subjek atau orang yang punya otoritas,
kewenangan, dan kekuasaan di dalam mengurus masyarakat dalam
kehidupan dunia serta agama sekaligus. Karena itu, posisinya sama dengan
pengganti kerasulan yang merepresentasikan dan wakil yang memegang
otoritas tuhan di muka bumi ini. Ul al-amri dan imam juga punya maksud
yang sama dengan khalifah karena posisinya yang sentral di dalam

kepengurusan masyarakat.

*AbT Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah..., him. 3.

*“Abl Al-A’la Al-Maudadi, Nizam Al-Hayah fi Al-Islam, (Translated and Edited:
Khurshid Ahmad), (Riyad: International Islamic Publishing House, 1997), him. 38.

*Ibid.

*®yausuf Al-Qaradawi, Min Figh Al-Daulah fi Al-Islam, (Terj: Kahtur Suhardi), Ed.
Revisi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), him. 38.

*"Muhammad Sa’id Ramadan Al-Biiti, Figh Al-Strah Al-Nabawiyyah, (Terj F. Hasmand,
MZ. Arifin, dan FS. Nur), (Jakarta: Mizan Publika, 2015), him. 199.
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Istilah-istilah yang sudah dikemukakan di atas sama-sama memiliki makna
dan maksud yang sama, yaitu sebagai pemimpin. Hanya saja, penggunaan istilah
tersebut terkadang dipilih dan dikhususkan oleh satu ulama saja dan tidak
disebut oleh ulama yang lain. Bahkan, perbedaan manhaj fikih dan akidah
mengakibatkan perbedaan dalam menggunakan istilah yang dimaksud. Sebut
saja misalnya dalam manhaj fikih sunni, sering menggunakan istilah khalifah
ketimbang istilah imam. Begitu juga dalam kelompok syi’7 (terutama Syi’ah
Imamiyah), istilah familiar di dalam kelompok ini justru sering menggunakan
istilah imam ketimbang khalifah.

Muh. Igbal telah mengidentifikasi perbedaan kedua manhaj tersebut, sunni
menggunakan khalifah sebagai pemimpin, adapun pemerintahannya diberi
istilah khilafah. Sementara kelompok syi’7 menggunakan istilah imam untuk
pemimpin, adapun pemerintahannya diberi istilah imamah.*® Meski sebenarnya
identifikasi tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab ada juga ulama sunni yang
saat membahas kepemimpinan dalam Islam, sering juga menggunakan dua
istilah tersebut secara bergantian, sebut saja seperti Imam Al-Mawardi yang
notabene masuk ke dalam ulama sunni dari kalangan Syafi’i. Dalam kitabnya
Al-Ahkam Al-Sultaniyyah ada penyebutan khalifah dan khilafah atau imam dan
imamah secara bergantian.*® Abi Ya’la Al-Hanbali di dalam kitabnya Al-Ahkam
Al-Sultaniyyah juga menggunakan kedua istilah tersebut,> dan kita tahu bahwa
Abi Ya’la Al-Hanbali masuk dalam kelompok ulama sunni dari mazhab
Hanbali.

B. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin
Pembahasan tentang syarat-syarat pemimpin di sini lebih diarahkan
kepada syarat pemimpin dalam hukum Islam, khususnya di dalam konsep teo-

*®Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 149.

*Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah..., him. 3-11.
0Abi Ya’la Al-Hanbali, Ahkam Al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar Al-Kutb, 2000), him. 19-20.



24

demokrasi Islam. Konsep theo-demokrasi Islam merupakan konsep dan sistem
pemerintahan demokrasi llahi, ini karena di bawah naungannya kaum muslim
diberi kedaulatan yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan.”* Dalam maksud
yang lain, konsep di dalam theo-demokrasi adalah memasukkan konsep tauhid
dalam sistem dan pola pemerintahan demokrasi.*?

Pemimpin di dalam Islam ialah perkara penting. Dasar penetapan
pemimpin secara langsung disebutkan di dalam Alquran, hadis, bahkan sudah
menjadi ijmak para ulama. Di antara ayat Alguran yang bicara tentang
kepemimpinan ini adalah QS. Al-Nisa’ [4] ayat 59. Ayat ini oleh para ulama
dianggap sebagai penegas atas perlunya kepemimpinan dalam Islam. Ayat ini
memerintahkan untuk taat kepada pemimpin setelah kewajiban patuh kepada
Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini menjadi alasan kenapa pemimpin itu

sangat penting dalam Islam. Aspun teks ayat tersebut seperti berikut:
B35 o0h 13 0 06 1S ) Uy e 1Abls 1 1A B 2 el
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“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi
Muhammad) serta ulil amr/pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah
(Alguran) dan Rasul (sunahnya) sekiranya kamu beriman kepada Allah

dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (kepadamu) dan lebih bagus
akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Imam Al-Suyuti menyatakan sebab turunnya ayat di atas berkenaan
dengan riwayat Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata ayat tersebut turun terhadap
Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika dia diutus oleh Rasulullah SAW bersama
suatu pasukan. Abdullah bin Huzafah saat itu marah dan memulai peperangan

dan berkata kepada pasukan: “serang”. Sebagian pasukannya justru tidak mau

*'Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian
Komprehendif Islam dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: LkIS, 2010), him. 125.

52Abd. Halim, Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LkIS, 2013), him. 107.
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melakukan perintah itu dan sebagian lagi ingin melakukan perintah tersebut.*
Riwayat lain dikemukakan oleh Ibn Jair Al-Tabari. la menyatakan turunnya ayat
tersebut terkait perselisihan yang terjadi antara Khalid bin Walid dan Ammar
bin Yasir.>*

Al-Qurtubl menyatakan ayat 59 berbicara dalam konteks rakyat yang
punya tanggung jawab dan kewajiban untuk taat kepada pemimpin.® Aba
Zahrah dalam tafsirnya menyatakan alasan wajibnya taat pada ali al-amr ialah
karena di tangan mereka segala kepengurusan dan mengelola hal-hal yang
berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Taat pada /i al-amr dibatasi saat
perintah yang disampaikan pemimpin tidak bersifat kontra-nilai dengan nilai
yang diajarkan di dalam Islam. Untuk itu, perintah yang memiliki unsur maksiat
dan mungkar tidak wajib ditaati. Taat kepada pemimpin hanya berlaku, terikat
dengan dan dibatasi oleh perkara-perkara yang hak dan keadilan.

Sekiranya dicermati konstruksi ayat 59 sebelumnya, di dalamnya muncul
di awal tentang kewajiban taat pada Allah SWT, kemudian kepada Rasulullah
SAW, baru kepada pemimpin. Pola semacam ini menurut para pakar
menandakan bahwa ketaatan pada pemimpin bersifat tidak mutlak, adapun patuh
pada Allah dan Rasul bersifat mutlak.”” Mutawalli Al-Sya’rawi memahami taat
pada u@li al-amr adalah taat yang terbatas. Sebab ayat Alquran tidak

*¥Jalaluddin Al-Suyiiti, Lubab Al-Nugiil fi Asbab Nuzil, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet.
5, (Jakarta: Gena Insani, 2016), him. 186-187.

*Ibn Jarit Al-Tabari, Jami’ Al-Bayan ‘An Ta’wil Ay Al-Qur’an, (Terj: Amir Hamzah
dkk), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 256.

5% Abi Bakr Al-Qurtubi, Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 5,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 613-614.

**Muhammad Abii Zahrah, Al-Zahrah Al-Tafasir, (Kairo: Dar Al-Fikr ¢Arabi, 1987), him.
1727-1729: Lihat juga di dalam Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, (Terj:
M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), him. 340: Mahmid ‘Abd Al-Majid Al-Khalidi,
Qawa’id Nizam Al-Hukm fi Al-Islam, (Terj: Haris AU), (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), him. 339
dan 343: Imam Al-Syafi’T di dalam kitabnya Al-Risalah, menyatakan kaum muslimin
diperintahkan untuk taat kepada ulil amri tetapi tidak mutlak atau terbatas yaitu ketika ulil amri
mematuhi perintah dan larangan dalam Algquran dan sunnah. Muhammad bin Idris Al-Syafi’i,
Al-Risalah, (Terj: Masturi I, Asmul Taman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), him. 52.

*"M. Quraish Shihab, Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya, (Tangerang:
Lentera Hati, 2020), hlm. 265-267.
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menyebutkan redaksi: a7’ alt al-amr, yang dikemukakan hanya dengan huruf
waw ‘ataf yang bermakna ketaatan kepada /i al-amr tidak mutlak sebagaimana
berlaku pada ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya.”®
Pentingnya keberadaan pemimpin menurut hukum Islam juga diakui
dalam riwayat hadis. Salah satu yang paling masyhur adalah riwayat Aba
Dawud, dari Abi Sa’id Al-Khudri, yaitu sebagai berikut:
8 36 dlos ol B o B Iz us@.&\w dsu;ww L}j@;@\:g};
Takisf el g g 6 g
“Dari Abi Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada
tiga orang yang keluar di dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka

menunjuk salah seorang dari mereka menjadi pemimpin (HR. Abu
Dawud).

Hadis ini sepintas dapat dipahami adanya seruan Rasul untuk mengangkat
pemimpin di dalam konteks yang sederhana, yaitu mengangkat salah satu dari
tiga orang. Pemimpin dalam konteks ini dimungkinkan mencakup makna yang
luas, termasuk pemimpin yang dapat memandu perjalanan, orang yang
dipandang lebih tua dan lebih mengetahui berpengalaman dan lainnya. Sa’id
Hawwa memberikan penjelasan bahwa perintah pengangkatan pemimpin
sebagaimana bunyi hadis di atas karena dapat menjamin keselamatan semuanya
sekiranya terjadi perselisihan pendapat yang menyebabkan kisruh dari masing-
masing yang memiliki pendapat yang berbeda. Tidak hanya itu, pengangkatan
salah satu dari tiga orang sebagai pemimpin akan mampu menguatkan, saling
tolong menolong dalam menghadapi masalah.®® Cakupan ini kemudian

menjadikan hadis tersebut juga relevan sebagai dasar hukum pengangkatan

¥Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, Tafsir Al-Sya rawi, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-*Arabi,
1991), him. 2360.
> Ab Dawud, Sunan, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), him. 295.

%08a’id Hawwa, Al-Islam, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani
Pres 2004), him. 483.
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seorang pemimpin dalam konteks yang labih luas dan besar, yaitu pemimpin
dalam suatu pemerintahan.

Dasar hukum pemimpin selanjutnya mengacu kepada ijmak atau
konsensus para ulama. Seluruh kaum muslim dan para ulama menyepakati
tentang wajibnya mengangkat pemimpin. Ibn Hazm mengemukakan bahwa
kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang diwajibkan, hal ini telah
disepakti oleh seluruh ulama.®* Demikian pula disebutkan oleh Al-Juzairi, saat
ia menjelaskan kewajiban hukum bagi pemimpin dalam menegakkan hukuman
had. Hukuman fhad hanya wajib dan dapat tegak hanya melalui pemimpin,
karena itu mengangkat seorang pemimpin juga hukuman wajib. Apa-apa yang
tidak menjadi sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya
juga wajib.® Wahbah Al-Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi,®® dan masih banyak
lainnya menyatakan keterangan serupa yaitu harus ada seorang pemimpin dalam
mengurus kepentingan ummat, dan ulama sepakat tentang wajibnya mengangkat
pemimpin. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam
termasuk ke dalam perkara wajib dan sangat penting. Pemimpin wajib ada baik
dalam konteks yang paling kecil maupun pada konteks kekuasaan dan
kenegaraan yang lebih besar.

Salah satu pendapat yang masyhur mengenai pentingnya adnaya
pemimpin dalam Islam adalah pendapat Ibn Taimiyah. la menyatakan pemimpin

buruk lebih baik dari pada satu malam saja tanpa adanya pemimpin:

110 1 oz wlof o 7o A 2 T Z-. f,,'%
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®1bn Hazm, Maratib Al-ljma’, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), him. 207.

%2 Abdurrahman Al-Juzairi, Figh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah, (Terj: Saefuddin Z, Rasyid
Satari), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), him. 134-135.

3y asuf Al-Qaradawi, Min Figh Daulah..., him. 15: Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir
i Al-‘Aqidah wa Syari’ah wa Al-Manhaj, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 1, (Jakarta:
Gema Insani, 2016), him. 96.

*Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah, (Riyad: Dar ‘Alim Al-Fawa’id, 1998), hlm.
233.
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“Enam puluh tahun dari kepemimpinan pemimpin yang buruk lebih baik
dari satu malam tanpa pemimpin”.

Al-Usaimin telah memberikan penjelasan dan komentar terhadap pendapat
tersebut. Menurutnya, tidak mungkin atau mustahil ada pemimpin yang zalim
dan buruk selama 60 tahun. Akan tetapi, pada maksudnya memang demikian,
karena semalam tanpa pemimpin akan mengakibatkan kekacauan. Al-Usaimin
mengutip pendapat Ibn Al-Mubarak: sekiranya bukan karena khilafah, tidaklah
jalan-jalan itu aman bagi kami, dan yang lemah akan menjadi mangsa bagi
yang kuat.®® Ini merupakan makna dari pernyataan Ibn Taimiyah sebelumnya.
Pemimpin penting untuk memberi batasan bagi tindakan melanggar hukum,
menghukum  pelakunya, mengatur masyarakat, dan mengupayakan
kemaslahatan hidup masyarakat.

Mengingat kepemimpinan ini sangat penting, maka kepemimpinan ini
harus diberikan kepada orang-orang yang secara individual memiliki track
record atau rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas keilmuan, kemampuan,
keberanian dan kriteria lainnya. Para ulama tampak berbeda pendapat dalam
menentukan Kriteria dan syarat seseorang menjadi pemimpin. Dalam kitab
“Ahkam Sulzaniyyah”, Al-Mawardi menyebutkan pemimpin negara atau
khalifah harus memiliki minimal 7 (tujuh) syarat:

1. Adil
2. Berpengetahuan luas
3. Memiliki panca indra yang sehat
4. Tidak cacat
5. Memiliki gagasan
6. Memiliki keberanian
7

. Memiliki nasab dan silsilah quraisy.®

®*Muhammad bin Salih Al-‘Usaimin, Syarh Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Ibn Taimiyah,
(Terj: Ajmal Arif), (Jakarta: Griya llmu, 2009), him. 342.
% Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Akkam Al-Sultaniyyah..., him. 11, 45-46, dan 62.
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Demikian pula dikemukakan Abi Ya’la al-Hanbali,®’ serta Ibn Khaldun.®®
Intinya, syarat untuk kategori pemimpin adalah harus bersifat adil, berani,
amanah berpengetahun luas juga syarat lainnya seperti dikemukakan
sebelumnya. Pada intinya, pemimpin adalah bagian dari pengemban amanah dan
memegang amanah kekuasaan. Maulana Muhammad Ali, saat ia mengupas
masalah negara, mengulas sistem pemerintahan di dalam Islam pada zaman
Nabi. la mengemukakan, Islam menuntut para pejabat negara harus berada di
tangan orang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah SWT, di samping ia
harus mempunyai  kekuatan fisik, dan mengabdikan hidup kepada
kemanusiaan.®® Intinya, pesan yang dipahami adalah seorang pemimpin di
dalam Islam disyaratkan dari orang-orang yang mempunyai kompeten, mampu
melaksanakan semua tugas serta tanggung jawab secara adil, kewenangan yang
diberikan itu harus diemban dengan amanah, harus cenderung mementingkan
keinginan masyarakat yang dibawahinya, bukan sebaliknya untuk kepentingan
pribadi.

Pentingnya pengajuan syarat bagi pemimpin ini sebenarnya seimbang pula
dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diembannya. Memperhatikan
syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama di atas, ada dua poin syarat
yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun terkandung makna inplisit di
dalamnya, yaitu syarat pemimpin harus beragama Islam dan syarat harus
seorang laki-laki. Untuk itu, kedua syarat ini juga penting untuk diulas secara
singkat pada pembahasan ini:

1. Status Islam

%7 Abi Ya’la Al-Hanbali, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah..., him. 20.

®®Abdurrhaman Ibn Khaldin, Mugaddimah..., him. 342: Raghib Al-Sirjani, Maza
Qaddam Al-Musliman li Al-4lam, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), him.
426.

®*Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun),
Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), him. 774.
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Status Islam adalah bagian penting yang tidak dipisahkan dari
pemimpin. Sekiranya diperhatikan pendapat Al-Mawardi, Abi Ya’la dan juga
Ibn Khaldan dalam literatur yang mereka tulis, sebetulnya tidak disebutkan
secara tegas dan jelas syarat pemimpin harus seorang muslim. Begitu juga
yang dikemukakan Al-Jaza’ir1, ia menyatakan tiga poin syarat bagi pemegang
kekuasaan, baik itu kepada khalifah, menteri, dan lainnya, yaitu harus
seseorang yang beriman dan bertakwa, orang yang ahli dan berilmu, serta
orang yang tidak mencari jabatan ataupun meminta jabatan secara langsung.”
Namun demikian, sekiranya dapat diperhatikan semua ulasan kriteria dan
syarat pemimpin yang mereka tentukan, terkandung makna bahwa status
Islam tidak dinafikan. Sebab, syarat memiliki pengetahuan, keberanian, dan
adil, semuanya diarahkan pada pelaksanaan nilai hukum-hukum syariat
Islam. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang selain Islam mau menegakkan
hukum Islam. Sehingga, syarat harus berstatus juga menjadi bagian yang
tidak terpisahkan tentang kriteria ideal dari pemimpin perspektif Islam.

Sa’id Hawwa di dalam kesempatan yang sama mengemukakan dengan
cukup sangat tegas dan jelas bahwa status keislaman menjadi syarat
pemimpin, bahkan ia memasukkan Islam sebagai syarat pertama
kepemimpinan.”* Di sini, ulama tampak berbeda pendapat tentang apakah
pemimpin itu harus berstatus Islam atau tidak. Perbadaannya dalam hal tegas
tidaknya ulama dalam memuat status Islam sebagai syarat pemimpin.
Sebagian menetapkannya secara tegas, dan sebagian lain tidak menyebutkan
secara tegas, tetapi secara implisit semua syarat tersebut harus diemban oleh
orang yang beragama Islam.

2. Laki-laki

"*Abii Bakr Jabir Al-Jaza’irT, Al-Daulah Al-Islamiyyah, (Beirut: Maktab Al-Islami, 1992),
him. 111-112.

"'S3’id Hawwa, Al-Islam..., him. 484.
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Kriteria pemimpin yang lainnya adalah harus seorang laki-laki. Poin ini
sebetulnya tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Mawardi, Abi Ya’la dan
yang lainnya kecuali ditemukan dalam literatur yang ada setelahnya. Syarat
laki-laki bermakna bahwa seorang pemimpin harus dari laki-laki, tidak boleh
diemban oleh perempuan. Paling tidak diskursus tentang ulas bincang
pendapat ulama mengenai layak tidaknya perempuan menjadi pemimpin
mengacu kepada dua dalil umum.” Pertama QS. Al-Nisa’ ayat 34, dan
salah satu riwayat hadis di dalam kitab hadis Imam Al-Bukhari yang
menyatakan tidak akan beruntung di dalam satu pemerintahan (negara)
sekiranya pemimpinnya berasal dari seorang wanita.”

Dua dalil di atas menjadi alasan kenapa perempuan tidak boleh menjadi
pemimpin (khalifah). Permimpin yang dimaksudkan ialah pemimpin tertinggi
yaitu khalifah atau imam. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dan ia mengutip
satu pendapat dari Khattabi, bahwa hadis tersebut menjadi dasar perempuan
tidak bisa diangkat dalam urusan kepemimpinan maupun urusan peradilan.”
Sa’id Hawwa,® dan Tuwaijid,”” masing-masing menyebutkan laki-laki
merupakan syarat pemimpin, dan merupakan hak bagi laki-laki, bukan hak

perempuan. Ibn Khaldin di dalam analisa pendapatnya juga cenderung

Andrie Irawan, “Jaminan Hak Politik Perempuan di dalam Islam”. Jurnal:
“Ulumuddin”. Vol. 4, No. 2, Desember 2014, him. 29.

®QS. Al-Nisa’ ayat 34, artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu
maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”. (QS. Al- Nisa’: 34).

"“HR. Bukhari, Artinya: “Dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan
manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada
waktu perang Jamal ketika aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin
berperang bersama mereka. Dia berkata: “Tatkala sampai kepada Rasulullah SAW, bahwa
penduduk Persia telah dipimpin seorang anak perempuan putri Raja Kisra, beliau bersabda:
“Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”.

|bn Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari, Juz 9, (Riyad: Dar Tayyibah, 2005), him. 583.
"°Sa’id Hawwa, Al-Islam..., him. 484.

""Abdullah Al-Tuwaijiri, Mukhtasar Al-Figh Al-Isiami, (Terj: Achmad MB, dkk), Cet.
23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), him. 1219.
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mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin, karena lebih memiliki kompetensi
dari pada perempuan.”

Mencermati uraian kriteria dan syarat pemimpin, tergambar bahwa di
dalam hukum Islam (dalam Alquran dan hadis, termasuk juga pendapat ulama)
mengatur soal kepemimpinan dengan cukup tegas dan jelas. Perspektif Islam
tidak hanya disuguhkan pada soal ritual ibadah murni namun lengkap diatur
tentang hubungan kemasyarakatan termasuk pemerintahan dan kepemimpinan.
Karena pentingnya kepemimpinan ini, maka orang yang diangkat menjadi
pemimpin haruslah orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, seperti
harus beragama Islam, dari kalangan laki-laki, bersifat adil, berani, berilmu, dan
syarat-syarat lainnya seperti telah dikemukakan sebelumnya. Satu persyaratan
yang masih didiskusikan adalah hukum menjadikan non-muslim sebagai

pemimpin.

C. Tujuan Pengangkatan Pemimpin

Menurut kesepakatan para ulama mengangkat seorang pemimpin
perspektif Islam merupakan suatu kewajiban. Imam Al-Mawardi menyatakan
dengan tegas bahwa berdasarkan ijmak ulama, mengangkat seseorang yang
punya kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan ialah wajib
hukumnya.” Demikian juga dikemukakan Ibn Hazm sebagaimana telah
dikemukakan terdahulu. Ibn Khaldan juga mengungkapkan seperti berikut:

“Mengangkat seorang pemimpin hukumnya ialah wajib. Hukum kewajiban
mengangkat pemimpin ini dalam pandang syariat berdasarkan ijmak para
sahabat dan tabi’in. Sebab para sahabat Rasulullah SAW segera
membai’at Abu Bakar menjadi khalifah dan mendapat kepercayaan untuk
memimpin mereka saat Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Begitu
juga dalam  masa setelahnya. Masyarakat tidak pernah dibiarkan
terjerumus ke dalam hukum rimba di tiap masa. Hal ini telah menjadi

ijmak, yang menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin”.®

"8 Abdurrahman bin Khaldin, Mugaddimah..., him. 348.
" Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Akkam Al-Sultaniyyah..., him. 9.
8 Abdurrahman bin Khaldiin, Mugaddimah..., him. 339.
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Mengacu kepada pandangan di atas, dapat dipahami bahwa mengangkat
dan memilih pemimpin merupakan suatu perintah syariat. Keberadaan
pemimpin juga memiliki tujuan-tujuan tersediri. Dalam kajian ilmu hukum,
tujuan hukum-hukum atau syariat Islam sering disebut dengan sebutan konsep
magqashid syari’ah. Para ulama berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkannya
semua aspek hukum dan tata perilaku di dalam Islam (termasuk dalam hukum
kepemimpinan) ialah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, atau dalam
istilah fikih disebut dengan maslahah, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan
kemaslahatan hidup.®*

Dalam teori magashid ini, para ulama membagi tujuan umum hukum atau
syariat Islam tercakup dalam lima macam, yaitu hifz al-din (menjaga agama dan
ajaran-ajarannya), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al- ‘ag/ (menjaga akal), hifz
al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-mal (menjaga harta),? namun ada juga
yang menambahkannya menjadi enam, yaitu hifz al-ird (menjaga kehormatan),
seperti misalnya diulas oleh Al-Qaradhawi,® Quraish Shihab,®* dan Al Yasa’
Abubakar di dalam masing-masing tulisan mereka.*> Mengacu kepada pemahan
ini, cukup jelas bahwa Islam menetapkan semua aspek dan dimensi dalam setiap
ajarannya, baik yang sudah pasti maupun yang bersifat masih diperselisinkan
memiliki nilai dan tujuan tersendiri. Pada intinya, semua yang disyariatkan di
dalam Islam untuk kemaslahatan manusia.

Kepemimpinan dalam Islam juga mempunyai tujuan untuk mencipatakan
kemaslahatan terhadap manusia (maslahah li al-nas). Kewajiban membentuk

dan mengangkat pemimpin di dalam Islam adalah untuk tujuan menjalankan

81 Abd Al-Wahhab Khallaf, Ilm Usl..., him. 198.

%2yusuf Al-Qaradawi, Madkhal Ii Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyah, (Terj: Ade Nurdin
dan Riswan), Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 58.

8yusuf Al-Qaradawi, Dirasah fi Al-Figh Magasid Al-Syari’ah, (Terj: Arif MR), Cet. 3,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), him. 27:

8M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), him. 315.

85Al Yasa® Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul
Figih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 102.
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hukum-hukum ajaran Islam. Hukum-hukum yang termaktub di dalam Alquran
dan hadis tidak akan dapat direalisasikan secara sempurna, atau dapat dikatakan
sama sekali tidak bisa dijalankan kecuali dengan dan melalui seorang pemimpin.
Penegakan ajaran Islam secara sempurna barangkali masuk dalam kategori
menjaga agama (hifz al-din). Imam Al-Mawardi tegas menyebutkan tugas
kepemimpinan adalah sebagai penganti kenabian dalam melindungi agama dan
mengatur kemaslahatan hidup. Demikian juga oleh Al-Tuwaijiri bahwa
kewajiban mengangkat pemimpin atas dasar untuk melindungi dan menjaga
eksistensi Islam, dan mengatur kondisi umat, supremasi hukum, menerapkan
hukum yang Allah SWT yang ditetapkan.®

Kepemimpinan perspektif Islam tidak hanya mengatur di dalam hubungan
masyarakat dalam konteks keterlibatan langsung antar masyarakat dan
pemimpin, atau antar masyarakat dengan lainnya, tetapi lebih jauh ditetapkan
dengan tujuan agar mampu menegakkan hukum-hukum yang tertera di dalam
dasar ajaran Islam, Alquran dan hadis. Pemimpin yang ideal dan diinginkan
semata untuk menjaga agama beserta ajarannya. Dengan terjaga agama dan
penegakan ajaran inilah pada akhirnya mendatangkan sisi maslahat kepada
semua manusia. Ini sejalan dengan salah satu syarat seorang pemimpin yaitu
menjaga agama (hifz al-din), di samping adanya syarat-syarat yang lain.®’

Mengacu pada keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan
umum kepemimpinan dalam Islam lebih pada upaya menarik kemashlahatan dan
menolak kemudharatan. Menjaga agama dan ajaran Islam adalah tujuan praktis
dibentuknya kepemimpinan. Sebab, dengan alasan pemimpin lah semua hukum-
hukum, perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW dapat diterapkan

dan dijalankan.

8 Abdullah Al-Tuwaijiri, Mukhtasar..., him. 1216.

8Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Adab Al-Dunya wa Al-Din, (Terj: Jamaludin), (Jakarta:
Alifia Books, 2020), him. 190-191.
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D. Tugas-Tugas Pemimpin

Pendapat Imam Al-Mawardi tentang tugas pemimpin dapat dilihat dalam

dua bukunya. Pertama dalam bukunya Adab Al-Dunya wa Al-Din menyebutkan

7 (tujuh) tugas pemimpin, yaitu:®

1.

Menjaga agama dari distorsi, menganjurkan untuk mengamalkannya tanpa

ada pengabaian.

. Menjaga penduduk dan merawat umat, baik dari musuh agama, pembunuh

jiwa, atau pencuri harta.

Memakmurkan negeri dengan bersandarkan pada kemaslahatan dan dapat
mengukuhkan jalan dan caranya.

Mengelola harta yang dikuasai dengan peraturan agama tanpa adanya
upaya penyelewangan, baik pemasukan maupun pembelanjaannya.
Memperhatikan kezaliman dan hukum tanpa pandang bulu di antara rakyat
atau penduduk, dan berpegang kepada keadilan dalam menyelesaikan

suatu persengketaan.

. Menegakkan hukuman bagi orang-orang yang berhak, tanpa lalai dan

tanpa melewati batas.

. Memilih para pembantunya dari orang-orang Yyang mempunyai

kemampuan dan kecukupan, dan amanah. Kaitan dengan tugas ini, Ibn
Taimiyah dalam satu ulasannya juga menyatakan tugas pemimpin untuk
memilih pembantu pemerintahan, seperti menunjuk gubernur, menunjuk
pimpinan perang, atau pejabat yang mengurus harta dan lainnya.
Penunjukkan tersebut harus pula melihat pada kompetensi dan kapasitas
orang yang ditujuk. Artinya, orang yang ditunjuk sebagai pembantu

pemimpin ini harus dari orang-orang yang memenuhi kualifikasi.*

881h;
Ibid.
®1bn Taimiyah, Majmii’ Fatawa, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2 (Jakarta: Darul Hag,

2007) him. 259.
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Sementara itu, di dalam kitabnya Ahkam Al-Sultaniyyah, Imam Al-

Mawardi mengemukakan 10 (sepuluh) tugas umum pemimpin, yaitu:*

1.

Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh, segala
sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid’ah
dan ahli syubhat merusak citra agama, pemimpin harus mampu
menegakkan hujjah, menerangkan kebenaran, memberikan sanksi sesuai
dengan hak dan hukum yang berlaku, agama akan terbentengi dari

penyimpangan.

. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih. Selain

itu, menghentikan perselisihan di antara kedua pihak yang saling bertikai.
Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga
orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya
tidak semakin dibuat menderita.

. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejatan agar masyarakat

dapat mencari penghidupan, bepergian dengan aman, dari gangguan yang

mengancam jiwa dan harta.

. Menegakkan hukum dengan tegas supaya setiap yang dilarang Allah SWT

tidak mudah dilanggar, memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah
diselewenangkan dan diremehkan.

Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan
yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan satu alan masuk
sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang
Islam dan mu 'ahid (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi
oleh Islam).

Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi yang

hingga mereka masuk Islam atau menjadi ahli zimmah.

. Mengambil harta fa i, memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat.

Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal

%AbT Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Akkam Al-Sultaniyyah..., him. 32-33.
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9. Mengangkat orang-orang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk di
dalamnya orang-orang ahli di bidang keuangan.

10. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan
dan mengamati keadaan ummat sehingga tampak ia sendiri yang menjadi
sebagai pemimpin dan melindungi agama.**

Salah satu tugas penting lainnya terkait pemimpin muslim adalah
berupaya sedapat mungkin dalam melakukan formalisasi hukum Islam menjadi
nyata serta positif berlaku bagi masyarakat. Formulasi hukum Islam pada
prinsipnya muncul karena sistem pemerintahan Islam menyerap hukum Islam di
dalam mengatur dan mengurus semua aspek kehidupan masyarakat. Para ulama
memandang bahwa prospek hukum Islam tidak dapat diterapkan kecuali dasar
dan sistem negaranya harus kembali kepada sistem teokrasi atau negara hukum
yang menyerap hukum-hukum Islam.

Tagiyuddin Al-Nabhani mengemukakan secara tegas bahwa khalifah ialah
kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam dan harus menerapkan nilai
serta prinsip hukum Islam.*? Hasan Al-Banna menekankan kemampuan Islam
sebagai ideologi wilayah kekuasaan Islam yang totalitas. Hukum Islam ialah
suatu sistem yang luas dan komprehensif, dengan bersumber kepada Alquran
dan hadis.”® Ini artinya bahwa pendapat para ulama menetapkan tugas penting
pemimpin di dalam Islam ialah agar hukum Islam berlaku di dalam sistem
pemerintahan.

Pola penerapan hukum Islam menurut Muhammad Abduh ialah umat
Islam harus kembali ke ajaran Islam yang berkembang pada masa klasik semula,
yaitu dikembalikan seperti ajaran yang pernah dilakukan di zaman ulama salaf,

sahabat dan ulama-ulama klasik. Karena menurut Abduh Islam ialah agama

% bid.

%2Tagiyuddin Al-Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam, (Terj: Abu Amin dkk) (Jakarta:
HTI Press, 2007), him. 74.

% Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme & Demokrasi,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 126-127.
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yang rasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuka
pintu ijtihad dan dinamika akal akan dapat ditingkatkan dan ilmu pengetahuan
harus dimajukan di kalangan masyarakat, sehingga ummat Islam dapat berlomba
dengan masyarakat barat.®® Intinya bahwa penegakan hukum dan
merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat, baik dalam hubungan sosial
maupun dalam pemeritahan merupakan tugas pemimpin untuk menegakkannya.
Tugas meneggakkan hukum Islam di sini tidak mungkin sekiranya tidak
didukung dengan kemampuan pemimpin dan tidak mungkin pula sekiranya

pemimpin beragama non Islam.

%Abdullah Berahim, Muhammad Abduh: Tokoh Pembaru Hukum Islam, diakses melalui:
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/muhammad-abduh-qtokoh-pemba
haru-hukum-islamg-oleh-drs-h-abdullah-berahim-m-hi-272, tanggal 22 Juni 2021.



BAB TIGA
BERAGAMA ISLAM SEBAGAI SYARAT PEMIMPIN
DALAM PANDANGAN ‘ALI MUHAMMAD AL-SALLABI

A. Biografi ‘Ali Muhammad Al-Sallabt
Alt Muhammad Al-Sallabi merupakan salah satu tokoh femonemal berasal
dari Libya. Pemikirannya tentang politik serta ketatanegaraan di dalam
perspektif Islam telah mengantarkan beliau pada posisi yang strategis, karena
pemikirannya sangat berpengaruh di dalam perpolitikan di Libya. Untuk lebih
rinci, sub bahasan ini secara khusus mengemukakan biografi Ali Muhammad
Al-Sallabt yang terdiri dari riwayat hidup, riwayat pendidikan, situasi politik
pada masa Alt Muhammad Al-Sallabi.
1. Riwayat Hidup ‘Ali Muhammad Al-Sallabt
Al Muhammad Al-Sallabi dikenal juga dengan singkatan Ali Al-
Sallabi atau Al-Sallabit saja (bukan Al-Syalabi), adalah seorang pemikir Islam
(Islamic thinker), penulis (writer),1 ahli sejarah Islam (muslim historian),
ulama (atau religious scholar), sekaligus politikus Islam (Islamist
politician).? Mengenai profil Alf Muhammad Al-Sallabi, relatif masih sedikit
yang menulisnya. Oleh sebab itu, pada bagian ini hanya akan menjelaskan
beberapa poin penting saja mengenali ketokohan dan karya-karya
monumentalnya yang ia tulis dalam berbagai disiplin ilmu.
Ali Muhammad Al-Sallabi, atau Al Al-Sallabi, merupakan tokoh Islam
yang lahir pada tahun 1963, di Benghazi, Libya.® Nama lengkap beliau
adalah All Muhammad Muhammad Al-Sallabi (dengan pengulangan

“Muhammad” di tengah-tengah namanya. Meskipun begitu, yang sering

! Al Muhammad Al-Sallabi, The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth, (Turki:
Asalet, 2020), him. 395.

’Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/
Ali_al-Shallabi, tangga 22 Februari 2022.

Ali Muhammad Al-Sallabi, The Messiah..., him. 395.

39



40

disebutkan di dalam literatur bahkan buku-buku terjemahan karangan beliau
adalah Ali Muhammad Al-Sallabi dengan satu penyebutan nama
“Muhammad”. Terkait dengan posisi keluarga, keturunan, dan kehidupan di
lingkungannya sejak masa kecil tampak belum ditelusuri lebih jauh oleh para
penulis biografi beliau. Artinya, biografi mengenai kehidupan beliau dari
kecil sampai beranjak dewasa belum diulas di dalam literatur sejarah ulama.
2. Riwayat Pendidikan ‘Ali Muhammad Al-Sallabi

Perhatian orang tua dari Ali Muhammad Al-Sallabi terhadap
pendidikan cukup kuat, hal ini dibuktikan dengan jenjang pendidikan yang
diselesaikan oleh Ali Muhammad Al-Sallabi sendiri yaitu sampai pada
pendidikan tinggi. Ali Muhammad Al-Sallabi menyelesaikan studi sarjana
(Strata 1) di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah
dengan predikat mumtaz, dan merupakan yang pertama dari angkatan
mahasiswa tahun 1992/1993. Saat itu, Ali Muhammad Al-Sallabi
melanjutkan kuliah Master-nya di Universitas Islam Omdurman di Sudan
pada Fakultas Ushuluddin pada jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Kuliah
Master-nya ini beliau selesaikan pada tahun 1996. Gelar doktor di dalam
studi Islam beliau dapatkan setelah berhasil mempertahankan disertasinya
mengenai studi mengenai fikih kemenangan dan kejayaan Islam. Gelar
doktoral ini beliau dapatkan juga dari Universitas Islam Omdurman di Sudan
tahun 1999. Disertasi beliau ini sudah diterjemahkan di Indonesia dan
diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta, dengan judul Fikih Kemenangan
dan Kejayaan.”

Sebagai seorang tokoh muslim, AlT Muhammad Al-Sallabi merupakan
termasuk tokoh yang sangat produktif dalam menulis buku, tidak hanya di
bidang sejarah, juga di bidang masyarakat Islam dan politik Islam,
kenegaraan, keimanan, dan bidang-bidang lainnya. Karya-karyanya sudah

diterjemahkan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris dan dalam

*Diakses melalui: https://www.marefa.org// el 2eas e, Tanggal 7 Desember 2022.
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bahasa Indonesia. Adapun karya-karya monumental beliau tidak kurang dari
20 (dua puluh) judul buku. Secara khusus, lima di antara karya beliau
mengenai hukum pemerintah dan ketatanegaraan atau politik Islam dapat
dikemukakan berikut:

a. Kitab: Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah. Kitab ini berisikan
penjelasan tentang konsep negara modern Islam. Kitab inilah agaknya
yang menjadi karya besar beliau dalam bidang hukum tata negara. Ali
Muhammad Al-Sallabi pertama-tama menjelaskan tentang konsep dan
pendefinisian daulah atau negara dalam berbagai perspektif,
pembahasan tentang semua bentuk komponen dan instrumen dalam
negara baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kitab ini
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: Negara
Islam Modern, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun
2018.

b. Kitab: Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah. Kitab ini merupakan
kitab yang khusus membahas tentang kekuasaan legislatif, atau
parlemen. Pada kitab inilah, Ali Muhammad Al-Sallabi menjelaskan
pandangan Islam atas kekuasaan legislatif. Tidak hanya itu, jika dilihat
dalam argumentasinya di saat menjelaskan konsep parlemen, All
Muhammad Al-Sallabi  selalu saja membandingkan dengan
penerapannya di negara-negara demokrasi modern Barat. Kitab ini juga
sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yang diterbitkan di
Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2016.

c. Kitab: Figh Al-Nasr wa Al-Tamkin fi Al-Qur’an Al-Karim. Kitab ini
adalah kitab yang membahas persoalan hukum, politik, kenegaraan
serta masalah kepemimpinan. Di samping itu, dalam buku ini juga
dijelaskan menyangkut gerakan-gerakan Islam, serta pembahasan

tentang kejayaan Islam lainnya. kitab ini juga sudah diterjemahkan ke
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dalam Bahasa Indonesia dengan judul Fikih Tamkin, diterbitkan di
Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2013 (Edisi Revisi).

. Kitab: Al-Salrah Al-Tanfiziyyah. Kitab tersebut merupakan kitab khusus

membahas tentang kekuasaan eksekutif. Dalam kitab ini, pengarang Ali
Muhammad Al-Sallabi menjelaskan pemaknaan dari khalifah sebagai
pemegang tertinggi di dalam kekuasaan eksekutif, kemudian dijelaskan
pula lembaga kementerian dan juga kedudukannya di dalam sistem
pemerintahan.

Kitab: Muwatanah wa Al-Muwatin fi Al-Daulah Hadisah Al-Muslimah.
Kitab ini juga dikhususkan untuk pembahasan konsep kewarganegaraan
dan konsep wilayah kenegaraan dalam konteks Islam, dan disinggung
pula pada penerapannya di negara modern.

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab karya Ali Muhammad

Al-Sallabi lainnya dalam berbagai bidang, terutama di bidang sejarah, selain

itu ada juga di bidang teologi. Kitab-kitab Ali Muhammad Al-Sallabi lainnya

bisa dikemukakan berikut ini:

a.

Sirah Al-Nabawiyyah (Sejarah)

b. Abii Bakr AI-Siddiq (Sejarah)

C.
d.

‘Umar Bin Al-Khaytab (Sejarah)
Usman Bin ‘Affan (Sejarah)

e. ‘Alt Bin Abi Talib (Sejarah)

f. Al-Hasan Bin ‘Ali Bin Abi Talib (Sejarah)
g.

h. Salah Al-Din Al-Ayyubi (Sejarah)

‘Umar Bin Abd Al- ‘Aziz (Sejarah)

Mukammad Al-Fatih (Sejarah)
‘Isa Ibn Maryam (Sejarah)
Dawlah Zankiyyah (Sejarah)
Bani Saljik (Sejarah)
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m. Tarikh Al-Harakah Al-Saniisiyyah fi Ifrigiyyah (Sejarah).”
N. Fikr Khawarij wa Syi’ah fi Mizan Ahl Al-Sunnah wa Jamd’ ah

(Teologi).

0. Al-Syara fi Al-Islam (membahas tentang musyawarah dan kenegaraan

di dalam Islam).®

p. Al-Iman Billah Jalla Jalaluh, Al-lman bi Al-Yaum Al-Akhir, Al-Iman bi

Al-Qadr, Al-Iman bi Al-Rasul wa Al-Risalat, Al-Iman bi Al-Mala 'ikat,

Al-Iman bi ‘Al-Qur’an wa Al-Kitb Al-Samawiyyah (Bidang Rukun

Iman)

g. Sultan Muhammad Al-Fatih

r. Al-Mu jizah Al-Khalidah

S. Syaikh ‘Izz Al-Din bin ‘Abd Al-Salam Sultan Al-Ulama’
t. Sultan ‘Abd Al-Hamid Sani.”

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak literatur yang lain yang ditulis
oleh Ali Muhammad Al-Sallabi, baik dalam bentuk kitab, artikel dan tulisan
yang lainnya. kitab-kitab di atas hampir seluruhnya sudah dialihbahasakan ke
berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia.
Mencermati beberapa tulisan di atas, tampak bahwa Al Muhammad Al-
Sallabrt tidak sebatas ahli sejarah, juga termasuk ulama, pemikir Islam, dan
politikus Islam. Di samping juga sebagai seorang penulis yang produktif.
Dari karya-karya di atas, Ali Muhammad Al-Sallabi tidak hanya menulis
sejarah, juga menulis tentang hukum tata negara dalam versi Islam, termasuk
pula di dalam masalah akidah.

3. Situasi Politik pada Masa ‘Alt Muhammad Al-Sallabi
Al Muhammad Al-Sallabi hidup pada situasi politik Libya yang

kurang baik, terutama pada pemerintahan yang diktator Muammar Ghaddafi.

®Alf Muhammad Al-Sallabi, The Messiah..., him. 396.

AlT Muhammad Al-Sallabi, Al-Muwaranah wa Al-Wazan ft Al-Daulah Al-Hadisah Al-
Muslimah, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2014), hlm. 245-247.

"Ibid.
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All  Al-Sallabi sempat ditangkap oleh rezim Ghadafi, kemudian
meninggalkan Libya, dan belajar Islam di Arab Saudi dan Sudan tahun 1990-
an. Kemudian belajar di Qatar di bawah asuhan Yusuf Al-Qaradawi yang
merupakan kepala spiritual Ikhwanul Muslimin internasional, dan termasuk
ulama terkemuka yang lahir di al-Qardhah, Mesir.®

Setelah belajar, Ali Muhammad Al-Sallabi kembali ke negaranya Libya
selama penggulingan Khadafi pada tahun 2011. la ikut berkontribusi di
dalam upaya mendistribusikan senjata, uang dan bantuan pada kelompok-
kelompok Islam di negara Libya. Tindakannya dikritik oleh anggota
pemerintah di Libya diakui secara internasional di bawah Dewan Transisi
Nasional yang dia kritik.

Pasca tergulingnya diktator Libya Muammar Qaddafi, Al-Sallabi terjun
ke dunia politik seiring dengan rekannya yang menjadi pemimpin pada
Dewan Transisi Nasional Libya, Abdul Hakim Belhaj. la juga semakin
dikenal sebagai ulama senior, demikian menurut media massa Barat.
Kedekatannya dengan Yusuf Al-Qardhawi yang juga sama-sama berdomisili
di Qatar menjadikannya semakin dikenal dunia internasional. Al-Sallabi juga
mendirikan sebuah partai politik yang berhaluan moderat seperti Partai
Keadilan dan Pembangunan di Turki dan Partai An Nahdhah di Tunisia.
Partai tersebut merupakan gerakan yang mendukung syariat Islam namun
tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan budaya Libya.

Pada tahun 2017, Al-Sallabi dimasukkan sebagai salah satu teroris,
sebab alasannya ialah karena bergabung di Ikhwanul Muslimin, dan sebagai
“Orang Al-Qaradaw1” di Libya. Klaim bahwa Al-Sallabi berafiliasi dengan

teroris juga karena mengikuti pertemuan dan juga sebagai salah satu inisiator

8Akram Kassab, Al-Manhaj Al-Da’wi ‘inda Al-Qaradawi, (Terj: Muhyiddin Mas Rida),
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), him. 5.
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pertemuan pembentukan partai baru di Libya, yaitu “Libyan National Party”
atau Partai Nasional Libya yang mengikuti moderasi gaya Turki.®

Alt Muhammad Al-Sallabi, meskipun disinyalir sebagai dan berafiliasi
di dalam gerakan teroris di Libya, namun Klaim tersebut relatif sulit
dibuktikan, hal ini karena ia tidak terlibat di dalam gerakan ISIS. Al-Sallabi
hanya bagian oposisi terhadap pemerintahan di Libya pada waktu itu. Hal ini
dipertegas di dalam sebuah wawancaranya di tahun 2011 dengan reporter
“The Telegraph Richard Spencer”, bahwa Al-Sallabi mengemukakan dengan
tegas, pertemuan nasional yang diadakan dan ia ikuti adalah sebagai bentuk
pertemuan dalam rangka memperjuangkan hal-hal yang terlewatkan oleh
pemerintah Libya pada masanya, misalnya kebebasan, keadilan,
pembangunan, dan upaya agar negara memberikan penghormatan terhadap
prinsip-prinsip Islam. la juga membantah keras menyangkut dugaan
kecenderungan Islamisnya.’® Sebagai seorang tokoh Islam, ulama sekaligus
dikenal sebagai ahli sejarah yang terkenal, Al-Sallabi juga ikut berpolitik

dalam upaya dan usaha memperjuangkan nilai-nilai Islam di Negara Libya.

B. Konsep Pemimpin Menurut ‘Ali Muhammad Al-Sallabi

Kepemimpinan yang dipahami oleh Ali Muhammad Al-Sallabi
mempunyai perluasan konsep sebagaimana yang dipahami oleh ulama klasik.
Alt Muhammad Al-Sallabi berusaha memahami konsep kepemimpinan ini
dengan dikaitkan pada konteks kekinian. Artinya, All Muhammad Al-Sallabi
tidak hanya berfokus pada konsep kepemimpinan atau khalifah yang selama ini
telah dikemukakan di dalam banyak literatur. Al-Sallabi berusaha merefleksikan

kepemimpinan masa modern yang kedudukannya berada dalam lembaga

’Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/
Ali_al-Shallabi, tangga 22 Februari 2022.

©1pjid.
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kekuasaan eksekutif atau dalam istilah yang ia gunakan adalah al-salrah al-
tanﬁz'iyyah.ll

Bagi Ali Muhammad Al-Sallabi, konsep kepemimpinan masa modern
sama dengan konsep kepemimpinan klasik dengan penyebutan yang sama, yaitu
istilah khalifah, atau istilah lainnya yang digunakan. Padanan istilah pemimpin
tersebut menurut beliau cukup beragam, bisa disebut sebagai khalifah, imam,
sultan, amir al-mukminin, raja, atau dinamakan dengan nama lain.*? Di sini, Alf
Muhammad Al-Sallabi tidak mengkhususkan kepada negara itu untuk satu nama
saja, poin inti dari konsep kepemimpinan dalam Islam menurut beliau ialah
kepala negara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah,
termasuk presiden yang ada sekarang ini. Terkait konsep kepemimpinan
menurut Ali Muhammad Al-Sallabi dapat dipahami dalam salah satu
penjelasannya berikut ini:

“Kekuasaan eksekutif merupakan institusi terbesar yang berkuasa pada
umat Islam. Sebenarnya, institusi ini terdiri dari dua lembaga yang tidak
terpisah, pertama lembaga kekhalifahan, kedua sistem administrasi dan
manajemen. Yang kedua bergabung di bawah panji yang pertama, dan
masuk di bawah kekuasaannya, bahkan bersumber darinya. Yang
dimaksud dengan lembaga atau kekuasaan eksekutif di dalam negara
Islam adalah pegawai yang diberi kuasa untuk mampu melakukan
berbagai perintah syariat Islam, yang paling terdepan adalah kepala
negara, baik dinamakan khalifah atau imam ataupun amirul mukminin,
atau sultan, atau raja, atau dinamakan dengan nama lain seperti nama yang
dinamakan setelah itu”."

Melalui kutipan di atas, tampak bahwa Ali Muhammad Al-Sallabi
berusaha melihat kedudukan kepemimpinan suatu negara itu berada dalam
kekuasaan atau lembaga eksekutif, yang menjabat di dalamnya adalah kepala

negara atau semua istilah yang merepresentasikan nama kepala negara, termasuk

M AlT Muhammad Al-Sallabi, Al-Tadawul ‘ala Saltah Tanfiziyyah, (Beirut: Dar lbn Kasir,
2001), him. 22.

12A1T Muhammad Al-Sallabi, Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun Wa
Rabbun Ghafur, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), him. 268.

Bbid., him, 268.
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presiden pemimpin satu wilayah negara tertentu. Hal ini dipahami dari potongan
terakhir dari kutipan di atas. Konsep kepemimpinan tertinggi menurut Al
Muhammad Al-Sallabi ialah orang yang memegang kekuasaan eksekutif (al-
salrah al-tanfiziyyah), ia tidak lain adalah kepala negara dengan segala bentuk
penamaannya yang berlaku sekarang ini, seperti presiden yang berlaku untuk
banyak negara modern. Persamaan antara konsep khalifah dengan presiden (al-
ra'1s al-daulah) ini juga ditegaskan di dalam kitabnya al-Tadawul ‘ala al-Saltah
al-Tanfiziyyah. la menyebutkan bahwa istilah tersebut merupakan penyebutan
yang dikenal untuk konteks sekarang.**

Melalui kutipan sebelumnya, dapat pula dipahami bahwa konsep
pemimpin dalam pandangan Ali Muhammad Al-Sallabi adalah pemimpin dalam
arti  kepala negara yang memimpin jalannya roda pemerintahan. Bagi
Muhammad Al-Sallabi pengangkatan khalifah atau al-ra zs al-daulah (presiden)
telah ditegaskan dalam nash yang jelas. Artinya, pengangkatan pemimpin adalah
kewajiban umat Islam yang mendiami suatu wilayah. Ali Muhammad Al-Sallabi
mendasari pendapatnya kepada pemahaman jumhur ulama, bahwa hukum

mengangkat pemimpin adalah wajib di dalam Islam:
U ) gl A a8 O S ) il e nd

“Mayoritas ahli hukum berpandangan bahwa mengangkat seorang khalifah
atau kepala negara (presiden) iti adalah wajib”.

Konsep kepemimpinan dan keberadaannya di dalam suatu negara
umumnya memang didasarkan kepada dasar akal. Bagaimana pun, suatu
kelompok manusia yang berada dalam wilayah tertentu harus punya seorang
pemimpin yang mempu mengurus urusan masyarakat. Namun, bagi Al-Sallabi,
dasar keberadaan seorang pemimpin bukan hanya didasarkan pada akal

(agliyyah), tapi didasarkan kepada nash-nash Alquran. Paling tidak, Al-Sallabi

Y AlT Muhammad Al-Sallabi, Al-Tadawul ‘ala Saltah Tanfiziyyah..., him. 46.
1bid., him. 48.
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mengelompokkan dalil wajib adanya pemimpin ini menjadi empat kelompok,

yaitu Alguran, hadis, ijmak, dan kaidah-kaidah fikih.
Dalil Alguran yang ia gunakan merujuk kepada ketentuan QS. Al-Nisa [4]

ayat 58-59, bunyinya seperti berikut:
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“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan sekiranya kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik
yang memberikan pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikan lah kepada Allah (Alquran) dan juga Rasul (sunnahnya),
Jjika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisa’ [4]: 58-59).

Penjelasan ayat di atas menurut Al-Sallabi sangat dekat dengan menunjuk
orang yang amanat dan ahli dalam suatu bidang. Sisi pendalilan dalam ayat yang
pertama (ayat 58) adalah perintan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk
dapat menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Perintah di
dalam ayat tersebut bersifat umum yang mencakup semua amanah yang
berhubungan dengan urusan umat. Salah satu cakupan dari amat tersebut adalah
penunjukan pemimpin (presiden) atau ra’is, kemudian hakim, amir, atau
memilih pemimpin umat Islam di suatu negara.’® Selanjutnya, perintah untuk
taat kepada pemimpin pada ayat ke dua (ayat 59) menunjukkan penegasan
keharusan adanya pemimpin dan eksistensi pemimpin memang diperhitungkan
dalam Islam. Artinya, kepemimpinan penting dan harus ada dalam suatu
komunitas masyarakat, apalagi dalam sebuah negara.

1 bid.
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Makna ulil amri pada ayat 59 mencakup pengertian yang umum.
Konstruksi ayat 58 dan 59 punya korelasi (munasabah) tersendiri. Paling
kurang, konstruksi yang dibangun kedua ayat tersebut memiliki tiga prinsip
utama di dalamnya, yaitu prinsip menunaikan amanah, prinsip melaksanakan
hukum berdasarkan keadilan, dan prinsip ketaatan pada Allah SWT, Rasul SAW
dan para pemimpin (ulil amri). Ketiga prinsip ini muncul dan saling berkaitan
satu sama lain. Esensinya adalah membentuk sistem pemerintahan Islam, yaitu
pemerinta yang mempunyai pejabat yang menunaikan amanat, pemerintah yang
mempunyai penegakan hukum yang adil, dan pemerintah yang mempunyai
masyarakat yang selalu taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Di bawah ini
dapat digambarkan di dalam skema hubungan (relasi) atau munasabah dalam
tiga prinsip seperti berikut:

Gambar 3.1: Cakupan dan Munasabah Ayat

Cakupan Informasi dan Munasabah
QS. Al-Nisa’ [4] Ayat 58-59

Informasi Informasi Informasi Taat pada
Menunaikan Penetapan Hukum Allah, Rasul dan
Amanat Secara Adil Ulil Amri

Sumber: Data Diolah (2022).

Maksud amanat dalam ayat di atas merupakan semua jenis amanah yang
ada baik yang berhubungan dengan diri sendiri atau yang berhubungan dengan
hak orang lain atau yang berkaitan dengan hak Allah. Bentuk menjaga amanah
yang terkait dengan hak Allah dengan cara melaksanakan semua perintah-Nya,
dan meninggalkan larangan-larangan-Nya dan menggunakan hati dan anggota
badan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun menyangkut diri sendiri
misalnya melaksanakan perbuatan yang memiliki manfaat untuk agama, dunia

dan akhirat. Sementara itu, amanah yang berhubungan dengan orang lain yaitu
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upaya di dalam mengembalikan hak orang, berlaku adil, tidak menipu orang lain
dan lain sebagainya.'’

Prinsip ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) dalam ayat 59 di atas
bersifat terbatas. Keteratasan perintah taat kepada ulil amri ini tergantung esensi
di dalam perintah itu sendiri. Sekiranya perintah pemimpin itu mengarah kepada
kebaikan dan sejalan dengan prinsip syariat, tidak menyalahi ketentuan dalam
Alquran dan hadis, maka perintah taat tersebut kedudukannya sama dengan
perintah taat pada Allah dan Rasul SAW. Kedudukan hukumnya sama-sama
wajib. Namun begitu sekiranya perintah ulil amri mengarah pada kemaksiatan,
inilah yang membatasi kewajiban taat menjadi pengingkaran.

Dasar hukum berikutnya ialah QS. Al-Hadid ayat 25. Ayat ini
memberikan informasi tentang Allah SWT telah mengutus para rasul berikut
dengan kitab dan timbangan agar manusia dapat berlaku adil. Dalam konteks ini,
tentu tidak dapat untuk mengikuti para rasul dalam artian mereka tidak lagi
hidup pada masa saat ini untuk memimpin manusia. Karena itu, untuk mencapai
tujuan para Rasul maka perlu ada pengangkatan pemimpin.*® Bunyi QS. Al-
Hadid ayat 25 yang dimaksud adalah sebagai berikut:
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“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang
nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar
manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai
kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya
walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Maha
Perkasa” (QS. Al-Hadid: 25).

Selain ayat tersebut, Al-Sallabt merujuk pada dalil hukum yang terdapat

dalam Alquran menyangkut hukuman dan sanksi tindak pidana hudud, gishash

"Wahbah Al-Zuhaili, Al-Tafsir Al-Munir fi Al-‘Agidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj,
(Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2012), him. 140.

1bid., him. 50.
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dan semisalnya yang tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya
kepada negara atau pemimpin. Dalil berikutnya merujuk kepada hadis

Rasulullah SAW, di dalam riwayat imam Al-Bukhari:

S G O G et 3 0 0 ) 528 5 B B als 06 6 2 a2 g e
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“Dari Zaid bin Muhammad dari Nafi’ dia berkata: “Abdullah bin Umar
pernah datang kepada Abdullah bin Muthi’ ketika ia menjabat sebagai
penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu’awiyah”.
Abdullah bin Muthi’ berkata: “Berilah Abu Abdurrahman bantal”. Maka
Abu Abdurrahman berkata: “Saya datang kepadamu tidak untuk duduk,
saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang
pernah saya dengar dari Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah
SAW bersabda: “Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia
akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah,

dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti
mati jahiliyyah”. (HR. Bukhari).

Menurut Al-Sallabi, membaiat atau mengangkat imam (ra’is) merupakan
di antara dalil yang tegas tentang wajibnya mengangkat seorang menjadi
pemimpin. Baiat ini tidak wajib kecuali kepada imam berdasarkan petunjuk
hadis, dan oleh sebab itu, maka mengangkat pemimpin adalah hukumnya wajib.
Selanjutnya, ada pula dalil hadis lainnya yang berhubungan dengan kewajiban
untuk memilih atau menentukan satu orang dari tiga orang yang bepergian,
sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Abi Dawud, dari Abi Sa’id Al-
Khudhri:

Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-llumiyah, 1992), him.
61.
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“Dari Abu Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada

tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendak mereka

menunjuk salah seorang dari mercka sebagai pemimpin” (HR. Abi
Dawud).

Hadis di atas sepintas dipahami seruan Rasul untuk mengangkat pemimpin
dalam konteks yang sederhana, yaitu mengangkat salah satu dari tiga orang yang
sedang keluar untuk melakukan perjalanan. Pemimpin dimungkinkan mencakup
makna yang luas, termasuk pemimpin yang dapat memandu perjalanan atau
orang yang dipandang lebih tua, lebih mengetahui, berpengalaman dan lainnya.
Perintah pengangkatan satu orang pemimpin sebagaimana maksud hadis karena
dapat menjamin keselamatan semuanya apabila terjadi perselisihan pendapat
yang menyebabkan kisruh dari masing-masing yang memiliki pendapat yang
berbeda. Tidak hanya itu, pengangkatan salah satu dari tiga orang sebagai
pemimpin akan mampu untuk saling menguatkan, dan saling tolong menolong
dalam menghadapi masalah.?* Cakupan inilah kemudian menjadikan hadis di
atas juga sangat relevan dengan pengangkatan seorang pemimpinan di dalam

konteks yang labih luas dan besar. Al-Sallabi menyatakan:
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“Maka hadis tersebut menetapkan bahwa wajib adanya mengangkat
seorang pemimpin dalam kelompok kecil, seperti tiga orang dalam suatu
perjalanan, dan ini menunjukkan bahwa kewajiban itu sahih dan wajib di

dalam kasus kelompok besar dan permanen, yaitu masyarakat Islam yang
besar di mana jumlahnya ratusan ribu dan jutaan”.

2AbT Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), him. 295.

?Said Hawwa, al-Isiam, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani
Press, 2004), him. 483.

22 AT Muhammad Al-Sallabi, Al-Tadawul ‘ala Saltah Tanfiziyyah..., him. 46.
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Lafaz “éihsi |55 54”  bermaksudkan perintah mengangkat pemimpin
dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan dan perbedaan pandangan, dan
menghindari terjadinya perbedaan masing-masing mereka. Hal ini adalah
pernyataan Khattabi yang dikutip Ibn Qayyim. Adapun makna 530 zoA 3 di
dalam redaksi hadis di atas merupakan satu bentuk pemisalan makna, di mana
jika di dalam satu jamaah, termasuk sedikitnya tiga orang dalam jamaah itu,
maka wajib memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin.”® Hadis tersebut
menjadi acuan dan pemisalan di dalam satu kelompok masyarakat. Batasan tiga
orang sebagaimana maksud hadis merupakan bentuk terkecil dalam satu jamaah,
oleh sebab itu salah satunya harus diangkat menjadi pemimpin. Hal ini juga
senada dengan pendapat Ibn Tamiyyah dalam kitab “al-Hisbah” terkait
komentarnya atas hadis di atas:

“Apabila (Rasulullah SAW) mewajibkan memilih pemimpin di dalam satu
jamaah (komunitas) dan juga perkumpulan yang sedikit dan terdiri
beberapa orang saja, maka tentunya ini menjadi dalil bahwa perkumpulan
besar dari itu, lebih wajib untuk mengangkat pemimpin”.24

Mencermati dalil hadis di atas, dapat diulas kembali bahwa pemimpin dan
kepemimpinan di dalam perspektif Ali Muhammad Al-Sallabi secara tegas
diakui dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim sebelumnya
mengandung makna perintah untuk melakukan baiat pemimpin. Sementara hadis
riwayat Abu Dawud juga tegas menyebutkan perintah untuk mengangkat
pemimpin, termasuk dalam jumlah jamaah atau kelompok masyarakat yang
sedikit dan kecil sekalipun. Ketentuan dua hadis terdahulu memang tidak secara
khusus dan spesifik memberi makna hukum pengangkatan pemimpin di dalam
konteks yang luas. Hanya saja, kemumuman teks hadis tersebut paling tidak

memberi satu informasi pentingnya kepemipinan dalam Islam.

2lbn Qayyim al-Jauziyyah, ‘dun al-Ma’biid Syarh Sunan Abt Dawud, Juz 7, (Madinah:
al-Maktabah al-Salafiyyah, 1968), him. 267.

*|bn Tamiyyah, al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukimah al-Islamiyyah, (Bairut:
Dar al-Kutb al-‘Timiyyah, t.tp), hlm. 9.
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All Muhammad Al-Sallabi juga mendasari konsep pemimpin dan
eksistensi pemimpin dalam sebuah negara ditetapkan berdasarkan ijmak ulama.
Dengan itu, maka kepemimpinan dalam negara Islam sangat penting. Setelah
mengetahui hal ini, maka poin berikutnya mengenai konsep pemimpin ini adalah
keharusan dalam memilih pemimpin yang secara hukum memiliki kapasitas dan
kapabiltas untuk memimpin umat atau masyarakat di dalam sebuah negara. Bagi
Alt Muhammad Al-Sallabi, poin penting dalam perspektif ini ialah pemimpin
haruslah dari orang yang beragama Islam atau muslim. Terkait permasalasahan
persyaratan muslim ini akan dibahas secara terperinci dalam sub bab berikutnya.

C. Pandangan Ali Muhammad Al-Sallabi dalam Menetapkan Status
Beragama Islam Sebagai Syarat Pemimpin dan Dalil-Dalil Hukumnya

Pembahasan yang lalu telah dijelaskan tentang arti penting kepemimpinan
dalam Islam menurut Ali Muhammad Al-Sallabi. Salah satu poin menarik dalam
pemahaman Al-Sallabi ini adalah syarat pemimpin, presiden (rais al-
jumhuriyah) atau nama lainnya ialah haruslah seorang yang beragama Islam.”®
Al-Sallabi pada posisi ini melihat kepemimpinan adalah sebagai sesuatu yang
besar, mempunyai kemampuan di dalam berbagai hal termasuk menerapkan
hukum-hukum yang ada di dalam Alquran dan hadis. Hukum yang ada dalam
kedua nas itu tidak mungkin akan terlaksana sekiranya pemimpinnya bukan
orang Islam. Mengenai hal ini, Al-Sallabi menyebutkan sebagai berikut:*

“Orang yang memegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam maka
kehendaknya bukan undang-undang sehingga dia dapat sewenang-wenang
dan bengis, melainkan posisinya hanya sebagai pelaksana syariat tanpa
ada memiliki kewenangan untuk melampaui aturan yang diundangkan
padanya. Islam tidak melimpahkan kekuasaan, kecuali kepada orang yang
memiliki kompeten dan bertanggung jawab. Parameter kompetensi ialah

Al Muhammad Al-Sallabi, Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan
Islam, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), him.
650.

%Al Muhammad Al-Sallabi, Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi,

Pemilu dan Golput, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016),
him. 37.
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kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun
yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah tidak berlebihan di dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya,
merasakan adanya suatu pengawasan Allah SWT terhadapnya dan
memiliki rasa takut pada-Nya”.?’

Ali  Muhammad Al-Sallabi menempatkan syarat pertama seorang

pemimpin yang paling ideal adalah Islam. Untuk lebih rincinya, syarat-syarat

pemimpin di dalam pandangan Ali Muhammad Al-Sallabi dapat dikutip sebagai

berikut:?®

1.

[EY
©

CmaCOompslpmmSOING > W N

Islam

Adil

Laki-laki

Kapabel dan sehat fisik

Berasal dari quraisy

Merdeka

Baligh

Berakal sehat

Memiliki ilmu yang memungkinkannya untuk ijtihad
Memiliki kemampuan strategi perang dan proses damai
Dalil yang ia gunakan khusus penentukan syarat muslim sebagai kriteria di

dalam memilih pemimpin merujuk kepada QS. Al-Nisa’ [4] ayat 59

sebagaimana ayatnya sudah dikutip terdahulu. Ayat ini membicarakan tentang
perintah untuk mentaati Allah SWT, taat kepada Rasulullah SAW, dan perintah

taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin yang amanah dan mengetahui urusan

masyarakat dan dari kalangan muslimin. Potongan ayatnya adalah seperti
berikut:

o~
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7| bid.
28 A 1T Muhammad Al-Sallabi, Fikih Tamkin..., him. 647-653.
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“Hai orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad),
dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.

Mengacu kepada ketentuan dalam ayat ini, Ali Muhammad Al-Sallabi
telah mengomentarinya dengan menyatakan bahwa perintah taat kepada
pemimpin (ulil amri) di ayat 59 menunjukkan taat kepada pemimpin yang
memahmi urusan umat atau raykat. Orang yang dijadikan pemimpin dari
kalangan muslim.?® Di sisi, All Muhammad Al-Sallabi juga mengutip salah satu
pendapat dari Imam Al-Nawawi bahwa amanah tidak sah diberikan kepada
orang kafir. Sekiranya diperoleh orang kafir terpilih, maka wajib diturunkan dan
memilih orang muslim yang memegang kepemimpinan. Hal ini berlaku kepada
pemimpin yang muslim akan tetapi tidak salat dan tidak pula menyerukan
kepada rakyatnya untuk shalat. Oleh karena itu, pemimpin tersebut juga perlu
diturunkan.®

Melalui penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Al-Sallabi pada
dasarnya hendak menekankan kepemimpinan kepala negara harus diberikan
kepada orang yang punya kompetensi untuk melaksanakan syariat Islam.
Bagaimanapun, orang yang punya kehendak dan keinginan kuat melaksanakan
syariat Islam tentu harus dari orang yang beragama Islam. Tidak mungkin non
muslim mau menerapkan sistem Islam dengan mengedepankan hukum yang
terdapat dalam Alquran, hadis dan prinsip syariah lainnya. Karena itu, dalam
salah satu penjelasannya dikatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif dalam negara Islam ialah

para pegawai yang diberi kuasa untuk melaksanakan berbagai perintah

syariat di dalam Islam. Yang paling terdepan adalah kepala negara”.*

Melalui kutipan di atas, tegas menunjukkan bahwa posisi kepala negara di
dalam sistem pemerintahan Islam adalah dalam lembaga eksekutif, di mana

tugas dan tanggungjawabnya ialah dalam kuasa untuk melaksanakan berbagai

Z1bid., him. 650.
1 bid.
1 AlT Muhammad Al-Sallabi, Negara Islam Modern..., him. 268.
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perintah dalam syariat Islam. Sekiranya pemimpin atau kepala negara
diamanahkan pada non muslim, maka tujuan pelaksanaan syariat Islam
sebagaimana yang ia maksud tidak akan tercapai. Hal ini ditambah dengan
rujukan pendapat Imam Al-Nawawi yang dikutip oleh Ali Muhammad Al-
Sallabi sebelumnya, bahwa suatu amanah apapun, termasuk amanah yang lebih
besar seperti tampuk kepemimpinan, tidak dapat diberikan kepada orang kafir

(non muslim).

D. Analisis Relevansi Pandangan ‘Ali Muhammad Al-Sallabt dengan
Konteks Kekinian

Kepemimpinan dalam konteks negara modern merupakan salah satu syarat
wujudnya sebuah negara, di samping ada wilayah, rakyat, dan kedaulatan. Di
poin ini, Islam juga memandang keberadaan pemimpin merupakan sesuatu yang
sangat penting dan wajib dipilih oleh kelompok masyarakat. Pemimpin yang
dipilih itu, secara kapasitas dan kapabilitas dipandang layak untuk diangkat
menjadi seorang pemimpin. Syarat-syarat lainnya seperti adil, kuat dan memiliki
ilmu juga bagian penting yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Hanya
saja, tentang status beragama Islam sebagai syarat pemimpin memang masih
memerlukan diskusi panjang. Ada beberapa negara yang memiliki penduduk
dengan mayoritas Islam meskipun di dalamnya memberikan hak yang sama
untuk ikut dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak terkecuali sebagai
kepada negara.

Pandangan Ali Muhammad al-Sallabi sebelumnya menunjukkan
pemikiran konservatif yang cenderung berposisi Islamis. Hal tersebut dapat
diidentifikasi di dalam pemikiran-pemikiran beliau tentang kehendak dan
menunjung tinggi nalai-nilai Islam seperti kedudukan konstitusi Islam (Alquran
dan hadis) sebagai hukum tertinggi, dan hanya pemimpin Islam yang memiliki
kapasitas untuk menjalankan butir-butir hukum yang ada dalam kedua dalil itu.
Sekiranya dilihat dalam konteks kekinian, maka penentuan status beragama
Islam sebagai syarat pemimpin dalam suatu negara tentu tidak seluruhnya
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relevan. Maknanya, ada negara-negara di belahan dunia yang mengakomodasi
syarat muslim dan ada juga yang tidak. Hal ini berlaku di beberapa negara
misalnya Indonesia, Malaysia, termasuk di negara-negara yang menganut paham
liberal yang tidak menjadikan Islam sebagai sistem hukumnya.

Pandangan Ali Muhammad Sallabi tentang status beragama Islam sebagai
syarat pemimpin hanya berlaku di dalam negara-negara yang mendasarkan
Islam sebagai sistemnya, yaitu daulah Islamiyah. Konsep Daulah Islamiyah atau
negara Islam merupakan tema besar dalam sejarah Islam dan masih didiskusikan
sampai saat ini. Diskusi tentang Daulah Islamiyah berkisar tentang interpretasi
terhadap ada tidaknya petunjuk syarak (Alquran dan hadis) dan seputar penting
tidaknya eksistensi (keberadaan) Daulah Islamiyah bagi umat Islam. Bagi
sebagian yuris Islam (ulama), melihat adanya petunjuk tentang keharusan
mendirikan Daulah Islamiyah yang berbarengan dengan wajibnya mengangkat
pemimpin muslim.

Bagi sebagian yuris Islam yang lain, kedudukan Daulah al-Islamiyah tidak
ada petunjuk syarak (Alguran dan hadis) tentangnya. Di antara tokoh Islam yang
berpendapat demikian ialah Muhammed Arkhoun, dan kemudian banyak dianut
oleh tokoh Islam di Indonesia. Abdullahi Ahmed An-Na’im justru secara terang
menolak konsep negara Islam, dan berpendapat bahwa adanya pandangan
tentang pendirian negara Islam adalah pandangan yang berbahaya sekali.
Kemungkinan negara Islam diakui akan menjadi sangat sulit melaksanakan
resistensi terhadap upaya pengimplementasiannya. la juga mengemukakan
bahwa mempertahankan gagasan negara Islam sebagai gagasan ideal akan
kontraproduktif dengan diskusi tentang teori-teori politik yang berkembang.*

Berbeda dengan Ali Al-Sallabi, ia justru memahami ada petunjuk tentang
kewajiban memilih pemimpin muslim di dalam daulah Islamiyah. Negara dalam

perspektif Islam tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam yang

%2Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan
Syariah, (Terj: Sri Murniati), (Bandung: Mizan, 2007), him. 68.
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di antaranya adalah kemanusiaan, keadilan, musyawarah, kebebasan,
persamaan, dan semuanya merupakan manhaj kenabian.*

Al1 Al-Sallabi berusaha menyesuaikan konsep-konsep yang berkembang
di dalam sistem politik serta pemerintahan modern, misalnya kemungkinan
untuk membentuk satu wilayah pemerintahan Islam dalam wilayah yang kecil,
seperti negara-negara kecil lainnya. Namun, yang membedakan adalah
keberhakan pada saat menerapkan syariat Islam oleh pemimpin muslim.
Pandangan Ali Al-Sallabi relevan dengan sistem pemerintahan teo-demokrasi
kontemporer.

Sistem pemerintahan teo-demokrasi kontemporer merupakan sistem
negara yang mengakui keberadaan kekuasaan tuhan, ataupun disebut juga
dengan sistem pemerintahan yang bersifat ilahiah,** sebagaimana konsep negara
yang dijelaskan Abu Al-A’la Al-Maududi. Hanya saja, Al-Maududi memandang
sistem negara di dalam Islam sebagai teo-demokrasi adalah sistem pemerintahan
Islam paripurna, artinya ia melihat sistem hukum Islam sudah sangat lengkap
sehingga tidak perlu mengadopsi sistem baru yang muncul dari dunia Barat.*
Hal inilah yang berbeda dengan konsep yang dipahami oleh Al Al-Sallabi. Ali
Al-Sallabi justru menilai ada beberapa bagian yang belum lengkap disebutkan
dalam hukum Islam, karena itu jika ada sistem dari luar yang baik dan tidak
bertentangan dengan Islam maka dapat diadopsi. Sistem pemerintahan teo-
demokrasi yang dipahami Al1 Al-Sallabt adalah Daulah Islamiyah yang
mengakui kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan. Kekuasaan manusia diakui
sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasan Tuhan. Kekuasaan atau
kepemimpinan manusia atas negara hanya diberikan pada orang yang beragama

Islam.

3 AlT Muhammad Al-Sallabi, Negara Islam Modern..., him. 34-36.

%*Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis,
Cet. 1, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), him. 102.

%Moh. Asy’ari Muthhar, The Ideal State, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), him. 306.
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Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat pemimpin di
dalam negara-negara modern saat ini tidak memuat dan mengkhususkan kepada
seorang muslim, namun berlaku dan hak untuk semua warga negara yang punya
syarat yang lengkap, misalnya usia, pendidikan, kesehatan fisik dan psikis, serta
syarat lainnya. Yang tidak ada adalah syarat yang mengkhususkan setatus
agama. Untuk itu, pandangan Al1 Al-Sallabi sebelumnya tidak relevan untuk
konteks saat sekarang ini. Pandangan Ali Al-Sallabi hanya relevan sekiranya
sistem negara di suatu wilayah mendasarinya kepada sistem Islam dengan
prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pengertian yang sederhana, pandangan Al
Al-Sallabt hanya cocok dan relevan dalam konteks daulah Islamiyah ataupun
negara Islam, bukan negara demokrasi seperti yang berlaku di Indonesia,

Malaysia, dan beberapa negara lain yang menganut sistem pemerintahan serupa.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat pemimpin menurut ulama secara umum cukup beragam, ulama dari
kalangan klasik seperti Al-Mawardi, Abu Ya’la, dan Ibn Khaldun memuat
tujuh syarat pemimpin yaitu adil, berpengetahuan luas, memiliki indra
yang sehat, tidak cacat, memiliki gagasan, memiliki keberanian, memiliki
nasab dan silsilah quraisy. Ulama lain seperti Al-Jaza’iri, Sa’id Hawwa,
Wahbah Al-Zuhaili, dan Al-Khalidi menambahkan syarat yang lain seperti
muslim dan laki-laki.

2. Menurut ‘Alt Muhammad Al-Sallabi, syarat pemimpin ada sepuluh, yaitu
beragama Islam, adil, laki-laki, kapabel dan sehat fisik, berasal dari
quraisy, merdeka, baligh, berakal sehat, dan memiliki ilmu yang
memungkinkannya untuk ijtihad, serta memiliki kemampuan strategi
perang dan proses damai. Adapun status beragama Islam sebagai Syarat
pemimpin menurut ‘AlT Al-Sallabi didasarkan kepada dalil Alquran, yaitu
QS. Al-Nisa’ [4] ayat 59 yang memerintahkan untuk taat kepada Allah
SWT, taat kepada Rasul, serta taat kepada pemimpin. ‘Ali Muhammad Al-
Sallabi juga merujuk pada salah satu pendapat Imam Al-Nawawi tentang
amanah tidak sah diberikan kepada orang kafir.

3. Relevansi pendapat ‘Ali Muhammad Al-Sallabi ditinjau menurut
perspektif kekinian hanya berlaku untuk negara-negara yang memiliki
sistem hukum Islam yaitu daulah al-Islamiyyah, yang menganut sistem
pemerintahan teo-demokrasi kontemporer, yaitu sistem negara yang
mengakui keberadaan kekuasaan tuhan (bersifat ilahiah). Kekuasaan
tertinggi berada pada Tuhan. Kekuasaan manusia sebagai pemimpin
diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasan Tuhan. Adapun

syarat pemimpin di dalam negara-negara modern saat ini tidak memuat
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dan mengkhususkan kepada seorang muslim, namun berlaku dan hak
untuk semua warga negara yang punya syarat yang lengkap, misalnya
usia, pendidikan, kesehatan fisik dan psikis, serta syarat lainnya. Yang
tidak ada adalah syarat yang mengkhususkan setatus agama. Untuk itu,
pendapat Ali Al-Sallabi tidak relevan untuk negara modern yang
menganut sistem demokrasi liberal, tetapi hanya relevan sekiranya sistem
negara di suatu wilayah mendasarinya kepada sistem Islam dengan
prinsip-prinsip - syariat Islam. Dalam pengertian yang sederhana,
pandangan Ali Al-Sallabi hanya cocok dan relevan dalam konteks daulah

Islamiyah ataupun negara Islam.

B. Saran
Merujuk kepada temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan saran
penelitian sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian lebih lanjut tentang pola penalaran yang digunakan Ali
Al-Sallabi dalam menggali hukum status muslim sebagai syarat pemimpin
saat ini. Selain itu, kajian pemikiran Al-Sallabi mengenai dasar-dasar
normatif dari semua kekuasaan yang ada secara rinci. Hal tersebut
dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini.

2. Peneliti berikutnya perlu meneliti lebih jauh di dalam perspektif
komparatif dengan ulama-ulama kontemporer lainnya, atau dengan
pemikir-pemikir di kalangan Barat. Hal ini berguna untuk menjadi
perbandingan, penambahan wawasan, serta dapat diketahui kelemahan-
kelemahan dari masing-masing. Pada akhirnya, menjadi bahan atau
referensi bagi pengembangan kekuasaan kepemimpinan di dalam konteks

pemerintahan.
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